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Ringkasan Eksekutif 

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang 

mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada  

11 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari 1 

pemerintah provinsi, 3 pemerintah kota dan 7 pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan 

lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang kami lakukan 

adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam 

satu tujuan, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan 

Bermanfaat”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem 

pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai dengan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 

 

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi  Tahun 2020 

Selama Tahun 2020, kami 

melaksanakan 31 kegiatan 

pemeriksaan yang meliputi 

11 pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(LKPD), 4 pemeriksaan kinerja dan 16 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  Pemeriksaan 

kinerja terdiri dari 3 pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan 

dan 1 pemeriksaan atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu terdiri dari 1 pemeriksaan kapatuhan Pengelolaan Dana COVID-19, 

2 pemeriksaan kepatuhan Belanja Daerah dan 2 pemeriksaan kepatuhan Pengelolaan Dana 

Participating Interest (PI) 10% serta 11 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban 

dana bantuan partai politik. Dari pemeriksaan tersebut kami menerbitkan 20 LHP yang 

secara keseluruhan mengungkapkan 197 temuan dengan 403 rekomendasi. 

 

Permasalahan 

Dari 20 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2020, kami 

mengungkapkan 293 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam dua kategori, yaitu 

1) permasalahan kepatuhan, dan 2) permasalahan kinerja. Masalah ketidakpatuhan 

sebanyak 254 masalah, terdiri dari 83 masalah ketidakpatuhan berdampak finansial 

(kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) bernilai Rp380,54 miliar,  

64 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 107 masalah kelemahan 

pengendalian internal, sedangkan masalah kinerja berjumlah 39 masalah, terdiri dari  

6 masalah ketidakhematan senilai Rp120,67 miliar dan 33 masalah ketidakefektifan.  
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Pemeriksaan Keuangan 

Pada Tahun 2020, telah dilaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2019 pada 11 entitas dengan 

seluruhnya mendapatkan opini WTP. Terjadi peningkatan jumlah entitas yang 

mendapatkan opini WTP, dimana untuk TA 2018 masih terdapat satu entitas yaitu 

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang mendapatkan opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) dan pada TA 2019 meningkat mendapatkan opini WTP. 

 

Pemeriksaan Kinerja 

Pemeriksaan kinerja efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan 

merupakan pemeriksaan kinerja tematik nasional, dilaksanakan pada tiga entitas yaitu 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas 

penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020. Masalah signifikan yang 

ditemukan adalah masih belum memadainya proses penemuan kasus yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pemerintah daerah dhi. 

satuan tugas penanganan COVID-19 untuk melakukan koordinasi dalam rangka penemuan 

kasus dan mengoptimalkan SDM untuk melaksanakan pelacakan kontak erat. 

Pemeriksaan kinerja pengelolaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan pada 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai 

Atas pemeriksaan keuangan terhadap 11 LKPD TA 2019 di wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur, kami menerbitkan 11 LHP LKPD dengan 11 Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 

Pemeriksaan Kinerja pada Tahun 2020 meliputi Pemeriksaan Efektivitas 

Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan dan Pengelolaan Program 

Penanggulangan Kemiskinan 
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efektivitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengelola program 

penanggulangan kemiskinan Tahun Anggaran 2016–2020. Masalah signifikan yang 

ditemukan adalah pengelolaan DTKS belum sepenuhnya menghasilkan data yang akurat 

untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, 

kami merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat 

kebijakan untuk mendukung Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang mengalami 

kendala operasional dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi DTKS dan membuat 

mekanisme untuk pelaporan permasalahan DTKS secara berjenjang dari Puskesos ke Dinas 

Sosial. 

 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

Pemeriksaan kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 merupakan pemeriksaan 

kepatuhan tematik nasional, dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 adalah untuk menilai 

apakah refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 

pemerintah daerah telah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi 

COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan, proses pengadaan barang dan jasa 

bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka 

penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, 

dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penangnanan pandemi COVID-19 

pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya dan diterima 

pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Masalah signifikan 

yang ditemukan bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19 di Provinsi Kalimantan 

Timur disalurkan secara tidak tepat penerima dan waktu penyaluran bantuan. Oleh karena 

itu, kami merekomendasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi 

dengan dinas terkait pada pemerintah kabupaten dan kota untuk efektivitas penyaluran 

bantuan sosial masyarakat. 

Pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bontang 

dan Pemerintah Kabupaten Paser. Tujuan pemeriksaan adalah menilai kepatuhan 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Daerah yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah 

signifikan yang ditemukan adalah 1) pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, 

dan 2) penyetoran pungutan dan/atau potongan pajak negara tidak dilaksanakan sesuai 

ketentuan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan 1) Pemerintah Kota Bontang dan 

Pemerintah Kabupaten Paser untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan  

 

 

 

 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Tahun 2020 meliputi Pemeriksaan 

Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Daerah dan Pengelolaan 

Dana Participating Interest (PI) 10% 
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cara menyetor ke Kas Daerah kelebihan bayar atas perjalanan dinas yang tidak sesuai 

ketentuan, dan 2) BUN dan OPD terkait pada Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan 

konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pungutan dan/atau  potongan PPN 

dan PPh dan jika tidak terkonfirmasi untuk segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara. 

Pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Dana Participating Interest (PI) 10% 

dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten 

Kutai Kartanegara. Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas pendapatan participating interest 

10% Tahun 2018-2020 (Triwulan III) adalah untuk menilai apakah pendapatan 

participating interest (PI) 10% telah diterima secara seluruhnya oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku Masalah signifikan yang 

ditemukan adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah 

Kabupaten Kutai Kartanegara dari hasil PI% tidak optimal. Oleh karena itu, kami 

merekomendasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten 

Kutai Kartanegara agar menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan PI 10% yang 

diantaranya mengatur tentang: 1) proporsi pembagian pendapatan PI 10% yang disetorkan 

ke kas daerah;  

2) proses penyaluran pendapatan PI 10% dari BUMD ke kas daerah; 3) ketentuan bahwa 

pendapatan PI 10% hanya dapat digunakan untuk kewajiban pengelola PI 10% dan aktivitas 

yang terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%; dan 4) pengelolaan keuangan 

pendapatan PI 10% dipisahkan dari pengelolaan keuangan bidang usaha BUMD lainnya. 

Selain itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga dilakukan terhadap partai politik yang 

berada di 11 entitas sebanyak 121 laporan pertanggungjawaban dana bantuan kepada partai 

politik. 

 

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Sampai dengan akhir Tahun 2020, BPK 

telah menerbitkan 10.297 rekomendasi 

senilai Rp2.611,46 miliar. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 8.879 rekomendasi 

(86,23%) senilai Rp1.282,05 miliar telah 

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. 

Sedangkan sisanya sebanyak  

1.418 rekomendasi (13,77%) senilai 

Rp1.329,42 miliar terdiri dari  

1.060 rekomendasi senilai Rp941,38 miliar dengan status tindak lanjut yang belum sesuai 

(dalam proses), 247 rekomendasi senilai Rp41,56 miliar yang belum ditindaklanjuti, dan  

111 rekomendasi senilai Rp346,48 miliar dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan 

alasan yang sah. 

 

 

 

 

 

1.282,05
941,38

41,56

346,48

Telah Sesuai Belum Sesuai Belum
Ditindaklanjuti

Tidak Dapat
Ditindaklanjuti

P e m a n t a u a n  T L R H P  s . d .  3 1  
D e s e m b e r  2 0 2 0  ( m i l i a r  r u p i a h )

https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
https://smp.bpk.go.id/Pelaporan/Rekomendasi/Details/10240000/7dcfe44c-f274-4edd-9460-9f796443ff29/8e4582c5-cc71-45a6-a570-17f2038707f6/02c883a7-185f-45f7-b009-9100710a617c
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Penyelesaian Kerugian Daerah  

Sampai dengan akhir Tahun 2020, terdapat  

185 kasus kerugian daerah yang telah 

memiliki ketetapan hukum senilai  

Rp32,93 miliar. Dari jumlah tersebut, senilai  

Rp3,28 miliar telah dilakukan  

pengembalian dan senilai Rp546,69 juta 

dilakukan penghapusan, sedangkan sisanya 

sebanyak 41 kasus senilai  Rp25,70 miliar 

dalam proses penyelesaian. 

 

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan sepanjang Tahun 2020, yang 

seluruhnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK “Menjadi Lembaga 

Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang 

Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”, yang dengannya kualitas 

dan manfaat hasil dari pemeriksaan kami akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. 

32,93

3,40 3,28
0,55

25,70

Total
Kerugian

Angsuran Selesai Penghapusan Sisa

P e n y e l e s a i a n  G a n t i  K e r u g i a n  D a e r a h  
B e r k e t e t a p a n  H u k u m  

( m i l i a r  r u p i a h )  
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Indikator Makro Ekonomi 

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi 

masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat 

bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam 

mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi 

Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disajikan di bawah 

ini.  

1. Tingkat Kemiskinan 

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap 

bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan – kebutuhan konsumsi pangan 

dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi 

angkanya, makin parah kemiskinannya.  

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur, Realisasi 

pencapaian TK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

2019 dijelaskan dalam tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin 

Pemda 
Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Naik/Turun 
Peringkat 
di Provinsi 

Peringkat 
di 

Nasional* 

Prov. Kaltim 6,06 5,91 (0,15) - 8 
Kota Samarinda 4,59 4,59 0,00 8 - 
Kota Balikpapan 2,64 2,42 (0,22) 10 - 
Kota Bontang 4,67 4,22 (0,45) 9 - 
Kab. Kutai Kartanegara 7,41 7,20 (0,21) 6 - 
Kab. Kutai Timur 9,22 9,41 0,19 4 - 
Kab. Kutai Barat 9,15 9,09 (0,06) 5 - 
Kab. Paser 9,03 8,95 (0.08) 2 - 
Kab. PPU 7,40 7,18 (0,22) 7 - 
Kab. Mahakam Ulu 11,62 11,25 (0,37) 1 - 
Kab. Berau 9,8 9,8 0,00 3 - 
sumber : Badan Pusat Statistik 
*Data tidak tersedia 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: 1) mereka yang 

tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, 2) mereka yang tak punya pekerjaan 

dan mempersiapkan usaha, 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari 

pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan 4) Mereka 

yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Makin tinggi angkanya 

makin banyak penganggurannya. Sesuai dengan Tahun 2019 data pada Badan 

Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-

Provinsi Kalimantan Timur, Realisasi pencapaian TPT Provinsi/Kabupaten/Kota  

se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dijelaskan dalam tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka 

Pemda 
Tahun 
2020 

Tahun 
2019 

Naik/Turun 
Peringkat 
di Provinsi 

Peringkat 
di 

Nasional* 

Prov. Kaltim 6,60 6,09 (0,51) - 26 
Kota Samarinda 6,16 5,87 (0,29) 5 - 
Kota Balikpapan 9,51 7,29 (2,22) 2 - 
Kota Bontang 9,61 9,19 (0,42) 1 - 
Kab. Kutai Kartanegara 5,96 5,98 0,02 4 - 
Kab. Kutai Timur 5,93 5,53 (0,4) 6 - 
Kab. Kutai Barat 4,86 5,08 0,22 8 - 
Kab. Paser 5,00 4,55 (0,45) 9 - 
Kab. PPU 4,76 6,26 1,50 3 - 
Kab. Mahakam Ulu 4,17 3,69 (0,48) 10 - 
Kab. Berau 5,30 5,30 0,00 7 - 
 

3. Indeks Gini (Gini Ratio) 

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau 

daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indek Gini sama dengan 0, 

menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap 

golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indek Gini 

sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana 

bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Sesuai dengan data 

pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, Realisasi pencapaian Gini ratio 
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Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dijelaskan 

dalam tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 Indeks Gini Ratio 

Pemda 
Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Naik/Turun 

Prov. Kaltim 0,34 0,36 0,02 
Kota Samarinda* - - - 
Kota Balikpapan 0,32 - - 
Kota Bontang - 0,32 - 
Kab. Kutai Kartanegara 0,30 - - 
Kab. Kutai Timur 0,33 - - 
Kab. Kutai Barat 0,34 0,34 0,00 
Kab. Paser* - - - 
Kab. PPU* - - - 
Kab. Mahakam Ulu* - - - 
Kab. Berau 0,30 0,30 0,00 
sumber : Badan Pusat Statistik  
* Data tidak tersedia  

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan 

hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), 

dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks 

tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60) b. Sedang 

(60≤IPM<70) c. Tinggi (70 ≤IPM<80) d. Sangat Tinggi (>80). Sesuai dengan data 

pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, Realisasi pencapaian IPM 

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dijelaskan 

dalam tabel 1.4 berikut. 

Tabel 1.4 Indek Pembangunan Manusia 

Pemda 
Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Naik/Turun 
Peringkat 
di Provinsi 

Peringkat 
di Nasional 

Prov. Kaltim 75,83 76,61 1,03 - 3 
Kota Samarinda 79,93 80,20 0,34 1 - 
Kota Balikpapan 79,81 80,11 0,30 2 - 
Kota Bontang 79,86 80,09 0,23 3 - 
Kab. Kutai Kartanegara 73,15 73,78 0,63 4 - 
Kab. Kutai Timur 72,56 73,49 0,93 5 - 
Kab. Kutai Barat 70,69 71,63 0,94 8 - 
Kab. Paser 71,61 72,29 0,68 6 - 
Kab. PPU 71,13 71,64 0,51 7 - 
Kab. Mahakam Ulu 66,76 67,58 (0.82) 10 - 
Kab. Berau 71,40 71,40 0,00 9 - 
sumber : Badan Pusat Statistik 
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5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian 

suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode 

tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan 

faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi 

akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik 

faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar 

harga konstan 2010. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, 

Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, 

Realisasi pencapaian PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2019 dijelaskan dalam tabel 1.5 berikut. 

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pemda 
 

PDRB (harga konstan 2010)  
(miliar rupiah) 

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 

Peringkat 
di Provinsi 

Peringkat di 
Nasional 

2018 2019 2018 2019 2019 2019 

Prov. Kaltim          464.820,00       486.980,00  2,67 4,77 -  
Kota Samarinda            43.315,91       454.698,80  4,94 4,97 7 - 
Kota Balikpapan  79.793,80   83.604,89  5,2 5,2 4 - 
Kota Bontang           58.948,51        58.479,36  4,97 6,68 2 - 
Kab. Kutai Kartanegara          121.460,00      126.040,00  0,09 3,77 9 - 
Kab. Kutai Timur            88.545,27         95.604,48  2,34 7,97 1 - 
Kab. Kutai Barat           20.103,63        21.214,99  3,64 5,53 3 - 
Kab. Paser            34.356,41        35.690,12  3,68 3,88 8 - 
Kab. PPU  6.587,33   6.753,52  1,24 2,49 10 - 
Kab. Mahakam Ulu             1.675,44          1.766,54  5,40 5,44 6 - 
Kab. Berau           26.230,00         28.770,00  5,2 5,2 5 - 

6. Inflasi 

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dapat 

dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator 

ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang 

menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan 

gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat 

dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa 

maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada 

Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Kalimantan Timur, tingkat inflasi Tahun 2019 sebagai berikut. 
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Tabel 1.6 Tingkat Inflasi 

Pemda* 
 

Tingkat 
Inflasi 

Kab/Kota 
Naik/ 
Turun 

Tingkat 
Inflasi 

Provinsi 
Naik/ 
Turun 

Tingkat Inflasi 
Nasional 

Naik/ 
Turun 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Prov. Kaltim    3,24 1,66 (1,58) 3,13 2,72 (0.41) 
Kota Samarinda 3,32 1,49 (1,83) - - - - - - 
Kota Balikpapan 3,13 1,88 (1,25) - - - - - - 
Kota Bontang - - - - - - - - - 
Kab. Kutai Kartanegara - - - - - - - - - 
Kab. Kutai Timur - - - - - - - - - 
Kab. Kutai Barat - - - - - - - - - 
Kab. Paser - - - - - - - - - 
Kab. PPU - - - - - - - - - 
Kab. Mahakam Ulu - - - - - - - - - 
Kab. Berau - - - - - - - - - 
sumber : Badan Pusat Statistik 
* Di Provinsi Kalimantan Timur hanya Kota Samarinda dan Balikpapan yang dilakukan perhitungan tingkat inflasi 

B. NERACA DAN LRA 

1. Neraca 

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi 

mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau 

aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan 

kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 2019 

Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur. 

Tabel 1.7 Neraca per 31 Desember TA 2019 Pemerintah Daerah Se-Provinsi 

Kalimantan Timur 

        (dalam miliar rupiah)  

No. Pemda Aset Lancar Investasi Aset Tetap 
Dana 

Cadangan 
Aset 

Lainnya 
Kewajiban Ekuitas 

1 Prov. Kaltim 3.613,79 3.405,95  24.512,55 -    2.340,78  1.997,84  31.875,22  

2 
Kota 
Samarinda 

813,11 468,47  17.064,74 -    740,97  195,60  18.891,69  

3 
Kota 
Balikpapan 

509,93  568,68  10.296,95 -    274,04  44,06  11.605,53  

4 Kota Bontang 269,26  190,76  4.096.15 
                              

-    
281,55  30,21  4.807,50  

5 
Kab. Kutai 
Kartanegara 

2.169,35  735,14  14.466,63 -    487,42  493,95  17.364,59  

6 
Kab. Kutai 
Timur 

289,05  154,39  9.163,88  -    173,33  397,25  9.383,39  

7 
Kab. Kutai 
Barat 

643,36  89,03  5.570,64  -    24,93  70,04  6.257,92  

8 Kab. Paser 831,15  208,07  5.949,82 -    235,74  68,27  7.156,51  

9 Kab. PPU 129,08  104,70  4.075,58 -    136,16  428,99  4.016,53  

10 
Kab. 
Mahakam Ulu 

435,15  5,59  1.631,62  -    93,06  7,36  2.158,05  

11 Kab. Berau 898,03  453,27  7.425,91 -    25,08  46,17  8.756,11  

Total Aset per 31 Desember 2019 pada pada Pemerintah Kota Samarinda, Kota 

Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai 

Barat, Kab. Paser, Kab. Mahulu dan Kab. Berau mengalami kenaikan 

dibandingkan total Aset per 31 Desember 2018. Sedangkan Total Aset per  

31 Desember 2019 pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Penajam 

Paser Utara mengalami penurunan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2018. 
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2. LRA 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2019 Pemerintah Daerah  

se-Provinsi Kalimantan Timur. 

Tabel 1.8 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019 Pemerintah Daerah Se-Provinsi 

Kalimantan Timur 
        

(dalam miliar rupiah) 

Pemerintah 
Daerah 

Pendapatan Belanja dan Transfer Pembiayaan Netto Silpa 

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %  

Provinsi  11.137,94   11.775,09  105,72 13.121,24  11.692,54  89,11  1.762,06   1.861,93  105,67 2.249,39  

Kab Berau  2.799,00   2.956,62  105,63  3.599,45   2.956,47  82,14  800,45   805,46  100,63  805,60  

Kab Kutai Barat  2.581,58   2.560,43  99,18  2.798,10   2.209,82  78,98  216,53   222,35  102,69  572,97  

Kab Kutai 
Kartanegara 

 4.932,57   5.745,27  116,48  5.494,78   4.651,96  84,66  562,20   564,39  100,39 
 

1.657,70  
Kab Kutai Timur  4.009,02   3.967,56  98,97  4.028,45   3.825,13  94,95  19,43   23,71  121,99  166,14  

Kab Mahakam Ulu  1.538,58   1.510,24  98,16  1.591,97   1.347,52  84,64  53,39   53,41  100,04  216,13  

Kab Paser  2.521,31   2.648,33  105,04  2.823,04   2.508,43  88,86  296,66   298,34  100,56  442,37  

Kab PPU  1.649,77   1.606,77  97,39  1.688,94   1.559,38  92,33  39,17   45,80  116,91  93,19  

Kota Balikpapan  2.527,03   2.469,53  97,72  2.789,44   2.408,46  86,34  262,41   262,77  100,14  323,83  

Kota Bontang  1.428,09   1.481,55  103,74  1.685,83   1.557,70  92,40  257,74   257,73  100,00  181,58  

Kota Samarinda  3.064,33   3.345,52  109,18  3.431,32   3.067,18  89,39  367,00   367,00  100,00  645,33  

Dari tabel 1.8 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.  

a. Pada bagian pendapatan, target tercapai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Paser, 

dan Kab. Berau sebesar ≥ 100% dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan 

pemda yang tidak mencapai target 100% adalah pemda Kota Balikpapan, Kab. 

Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Mahakam 

Ulu. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 realisasi pendapatan 2018 pada 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, 

Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, 

Kab. Paser, Kab. PPU, Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Berau mengalami 

kenaikan  

b. Capaian Belanja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, 

Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, 

Kab. Kutai Barat, Kab. Paser, Kab. PPU, Kab. Mahulu dan Kab. Berau 

mengalami kenaikan. 

3. Kemandirian Fiskal 

Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas 

transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan 

daerah. Reviu atas Kemandirian fiskal Tahun 2019 dilaksanakan dengan metode 
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reviu melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) setiap pemda. Adapun 

hasil reviu atas kemandirian fiskal tersebut tergambar dalam tabel 9 berikut. 

Tabel 1.9 Indeks Kemandirian Fiskal TA 2019 pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi 

Kalimantan Timur 

No. Pemda 
Belum Mandiri 

(00 – 25%) 
Menuju Mandiri 

(25,1-50%) 
Mandiri 

(51,1-75%) 
Sangat Mandiri 

(75,1-100%) 

1. Prov. Kalimantan Timur   55,68%  
2. Kab. Berau 7,81%    
3. Kab. Kutai Barat 6,60%    
4. Kab. Kutai Kertanagera 9,62%    
5. Kab. Kutai Timur 5,24%    
6. Kab. Mahakam Ulu 1,23%    
7. Kab. Paser 6,27%    
8. Kab. Penajam Paser Utara 5,82%    
9. Kota Balikpapan  30,94%   
10. Kota Bontang 14,76%    
11. Kota Samarinda 16,75%    

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari tabel 1.9 diketahui bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di 

Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan 

IKF yang mencolok antara IKF tertinggi Pemkot Balikpapan dengan IKF terendah 

Pemkab Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. 

C. BUMD 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri 

dari Bank, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat, dan lainnya dengan pada masing-

masing pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 1.10 Jumlah BUMD se-Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenisnya 

No. Pemda 
Jumlah 

BPD PDAM BPR ESDM Lain-lain 

1 Prov. Kaltim 1 - 1 3 5 

2 Kota Samarinda - 1 1 - 1 

3 Kota Balikpapan 1 1 - - 1 

4 Kota Bontang - 1 - 1 1 

5 
Kab. Kutai 
Kartanegara 

- 1 - 1 2 

6 Kab. Kutai Timur - 1 1 - 1 

7 Kab. Kutai Barat - 1 - - 3 

8 Kab. Paser - 1 - - 1 

9 Kab. PPU - 1 - - 1 

10 Kab. Mahakam Ulu - - - - - 

11 Kab. Berau - 1 - - 2 

Rincian nama BUMD masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada 

lampiran 1.1. 

D. BLUD 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur 

terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan unit pengelola Dana 

Bergulir UMKM dengan jumlah pada masing-masing pemerintah daerah dapat 

dilihat pada tabel 1.11 berikut. 
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Tabel 1.11 Jumlah BLUD se-Provinsi Kalimantan Timur 

No. Pemda 
Jumlah BLUD 

(Jumlah) 

1 Prov. Kaltim 3 
2 Kota Samarinda 1 
3 Kota Balikpapan 13 
4 Kota Bontang 1 
5 Kab. Kutai Kartanegara 35 
6 Kab. Kutai Timur 2 
7 Kab. Kutai Barat 2 
8 Kab. Paser 1 
9 Kab. PPU 1 

10 Kab. Mahakam Ulu - 
11 Kab. Berau 1 

Rincian nama BLUD masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada  

lampiran 1.2. 
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BAB II HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN 
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Hasil Pemeriksaan Keuangan 

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk 

memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas 

kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. 

Secara lebih rinci hasil pemeriksaan keuangan pada 11 entitas pada BPK Perwakilian 

Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan 

penjelasan sebagai berikut. 

A. Opini 

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas 

laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini 

tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

pemerintah.Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan 

memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan 

standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam 

pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga menggunakan akuntan publik yang 

untuk dan atas nama BPK; 

Opini merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada 

kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat 

diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak 

wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini 

(disclaimer of opinion). 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 

Anggaran (TA) 2019 pada pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur,  

diketahui bahwa 11 entitas telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 

Perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi 

Kalimantan Timur tanggal 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Perkembangan Opini LKPD se-Provinsi Kalimantan Timur 

Entitas Pemda 2017 2018 2019 

1 Provinsi Kaltim WTP WTP WTP 

2 Kota Samarinda WTP WTP WTP 

3 Kota Balikpapan WTP WTP WTP 

4 Bontang WTP WTP WTP 

5 Kab. Kubar WTP WTP WTP 

6 Kab. Kukar WDP WTP WTP 

7 Kab. Kutim WTP WTP WTP 

8 Kab. PPU WTP WTP WTP 

9 Kab. Berau WTP WTP WTP 

10 Kab. Paser WTP WTP WTP 

11 Kab. Mahulu WDP WDP WTP 

B. Sistem Pengendalian Intern 

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan 

terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kerangka pelaporan 

keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh 

entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan 

entitas terkait dengan: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan dari laporan 

keuangan, (c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan 

aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang 

diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta 

mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (error) dan kecurangan (fraud). 

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 74 temuan SPI yang terdiri dari 82 permasalahan. 

Temuan SPI tersebut memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan pengendalian 

intern dalam akuntansi dan pelaporan sebanyak 35 permasalahan; (ii) kelemahan 

pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak  

35 permasalahan, dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak  

12 permasalahan. Beberapa permasalahan signifikan terkait kelemahan SPI disajikan 

dalam Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 Permasalahan SPI Signifikan dalam Pemeriksaan LKPD TA 2019 

Permasalahan 
Jumlah 
Pemda 

A. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan  
 1. Pencatatan dan pengamanan fisik persediaan tidak tertib 4 
 2. Penatausahaan aset tetap tidak tertib  
 - KIB Aset Tetap belum seluruhnya dilengkapi informasi yang lengkap 11 
 - Penatausahaan KDP belum dilaksanakan dengan tertib 6 
 - Aset bantuan/hibah belum dilaporkan dan belum diinventarisasi sebagai Aset Daerah 4 
 - Aset Tetap Tanah belum bersertifikat 3 
 - Kebijakan Akuntansi Aset Tetap belum sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2019 4 
B. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

 1. 
Kesalahan Penganggaran/Belanja Barang dan/atau Modal tidak sesuai substansi 
kegiatan 

9 

 2. 
Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
belum tertib 

7 

C. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern  

  Pengelolaan dan Penatausahaan Kas/Rekening di Bendahara Umum Daerah dan/atau 
Pengeluaran dan/atau BOS Belum Sepenuhnya Memadai  

5 
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Sebagai akibatnya, LKPD menunjukkan kurang dan/atau lebih saji dengan nilai 

dibawah materialitas. Disamping itu, LKPD belum mencerminkan informasi 

senyatanya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan adanya risiko 

dalam pengelolaan aset. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain (i) Pengelola 

dan Pengguna Barang belum melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan aset tetap 

secara optimal, (ii) Pengguna Anggaran tidak menyusun dan mengajukan Rencana 

Kerja Anggaran sesuai substansinya, (iii) Tim Manajemen BOS belum optimal dalam 

melakukan pemantauan atas pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana 

BOS, dan (iv) kurangnya koordinasi BPKAD, OPD, dan BPD Kaltimtara dalam 

pengelolaan kas/rekening milik pemerintah daerah. Atas permasalahan tersebut, 

kepala daerah menyatakan akan menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan.   

BPK telah memberikan 152 rekomendasi kepada para kepala daerah dalam 

menindaklanjuti permasalahan SPI yang ditemukan. Rekomendasi BPK, antara lain, 

agar para kepala daerah (i) membentuk tim penyelesaian permasalahan aset terkait, 

(ii) menginstruksikan Pengguna Anggaran untuk menyusun dan mengajukan 

Rencana Kerja Anggaran sesuai substansinya, (iii) memerintahkan Kepala Dinas 

Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala Sekolah agar mempertanggungjawabkan 

dana BOS, dan (iv) meningkatkan koordinasi BPKAD, OPD, dan BPD Kaltimtara 

dalam pengelolaan kas/rekening milik pemerintah daerah. 

C. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan 

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP 

merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk 

memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan 

kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan. 

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 90 temuan ketidakpatuhan yang terdiri dari  

96 permasalahan senilai Rp39,92 miliar yang memuat empat kategori permasalahan: 

(i) Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi Pada 

Perusahaan sebanyak 27 permasalahan senilai Rp15,49 miliar; (ii) Potensi Kerugian 

Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan sebanyak 

9 permasalahan senilai Rp5,53 miliar; (iii) kekurangan penerimaan sebanyak  

23 permasalahan senilai Rp18,90 miliar dan; (iv) penyimpangan administrasi 

sebanyak 37 permasalahan. Beberapa permasalahan signifikan terkait ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan perundang-undangan disajikan dalam Tabel 2.3 berikut. 
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Tabel 2.3 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan 

Signifikan dalam Pemeriksaan LKPD TA 2019 

Permasalahan 
Jumlah 
Pemda 

Nilai  
(Rp Miliar) 

a. Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan 
Pekerjaan 

2 2,72  

b. Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang 11 8,94  
c. Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan 6 2,62  
d. Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian 
atau Seluruhnya 

7 5,52  

e. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau 
dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau 
perusahaan milik negara/daerah 

8 8,11  

f. Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda 
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau 
dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau 
perusahaan milik negara/daerah 

9 10,32  

g. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak 
lengkap/tidak valid) 

8  -    

Sebagai akibatnya, pemerintah daerah lebih membayar atas kegiatan yang 

dilaksanakan dan kurang menerima pembayaran atas denda keterlambatan yang 

belum ditetapkan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain (i) para kepala 

daerah tidak menetapkan keputusan terkait langkah-langkah pengamanan akhir tahun 

atas realisasi belanja yang melampaui kemajuan fisik pekerjaan, (ii) kepala OPD 

terkait tidak optimal dalam mengawasi pelaksanan anggaran dan kegiatan pada 

satuan kerjanya, (iii) PPK maupun pelaksana kegiatan tidak cermat dalam 

melaksanakan tugasnya, dan (iv) Kepala OPD teknis kurang optimal dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban.  

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar 

memerintahkan: (i) kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK masing-masing 

OPD terkait untuk untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara 

menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran belanja barang dan belanja 

modal sebesar Rp10,87 miliar dan dari kekurangan volume sebesar Rp8,94 miliar, 

(ii) kepala OPD terkait memroses pengenaan dan pemungutan denda keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan sebesar Rp8,11 miliar, menagih pendapatan yang belum 

diterima dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp10,32 miliar, dan (iii) kepala 

OPD menginstruksikan pihak terkait mempertanggungjawabkan belanja secara tertib. 

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas yang 

diperiksa telah menindaklanjuti (sebelum penerbitan LHP) dengan menyerahkan aset 

atau menyetorkan uang ke Kas Daerah sebesar Rp11,87 miliar. 
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Pemeriksaan kinerja adalah suatu pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau 

efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud 

untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Tujuan 

pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau 

efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki aspek tersebut. 

Pada Semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah 

menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja 3 objek pemeriksaan tematik nasional dan 1 

objek pemeriksaan tematik lokal sebagai berikut. 

A. Tematik Nasional 

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 

Efektivitas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Bidang 

Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada tiga entitas pemeriksaan, yaitu Provinsi 

Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara pada 

Semester II Tahun 2020. 

Tujuan pemeriksaan adalah untuk untuk menilai efektivitas penanganan pandemi 

COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 

Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Gambar 3.1 Beberapa Temuan Signifikan Tematik Nasional 

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

 

      3 LHP 

     24 Temuan 

    54 Rekomendasi 

Upaya koordinasi dan evaluasi penemuan kasus secara aktif pada 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memadai.

Upaya penemuan kasus secara aktif pada Pemkot Balikpapan 
belum memadai.

Upaya Pemkot Balikpapan dalam melaksanakan tahapan 
manajemen klinis belum optimal.

Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif Pada Pemerintah 
Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Memadai.

Peningkatan Disiplin Diri Masyarakat Melalui Penegakan Hukum 
(Enforcement) Belum Memadai.

Beberapa Temuan Signifikan 
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1. Upaya Koordinasi dan Evaluasi Penemuan Kasus Secara Aktif pada Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur Belum Memadai 

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya koordinasi dan evaluasi penemuan kasus 

secara aktif pada pintu masuk wilayah belum optimal antara lain koordinasi dan 

evaluasi penemuan kasus secara aktif di pelabuhan Samarinda belum sepenuhnya 

tertib, koordinasi dan evaluasi penemuan kasus secara aktif di perbatasan darat dan 

terminal belum optimal. Upaya koordinasi dan evaluasi penemuan kasus secara 

aktif melalui pelacakan kontak sesuai skenario transmisi belum optimal antara lain 

rasio tracing Provinsi Kalimantan Timur dibawah standar WHO, input aplikasi 

Silaphar oleh kabupaten/kota belum tertib, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur masih melaksanakan screening kontak erat dengan menggunakan Rapid-test 

walaupun penelusuran kontak eratnya dibawah 1:36 dan mengalami penurunan 

tren. Koordinasi dan evaluasi pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada 

Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 dan PHEOC belum optimal. Upaya 

koordinasi dan evaluasi penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum 

optimal. 

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. potensi tidak terdeteksinya pelaku perjalanan yang menderita COVID-19 dan 

tidak terlacaknya kontak atas pelaku perjalanan tersebut; dan  

b. potensi tidak terdeteksinya masyarakat pada fasilitas tertutup yang menderita 

COVID-19.  

Hal tersebut disebabkan: 

a. Gubernur Kalimantan Timur selaku ketua Satgas COVID-19 belum 

menetapkan rencana operasi penanganan COVID-19; 

b. belum adanya koordinasi antara satgas provinsi dan satgas kab/kota terkait 

perkembangan rasio tracing, ketertiban dalam penginputan laporan harian pada 

aplikasi serta penemuan kasus di pintu masuk wilayah dan fasilitas tertutup; dan  

c. terbatasnya SDM yang ditugaskan untuk menjadi inputer pada aplikasi Laporan 

Harian. Pemprov Kaltim sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Timur: 

a. menetapkan Renops atau dokumen perencanaan lain terkait upaya penemuan 

kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah;  

b. berkoordinasi dengan satgas kab/kota terkait perkembangan rasio tracing, 

ketertiban dalam penginputan laporan harian pada aplikasi serta penemuan 

kasus di pintu masuk wilayah dan fasilitas tertutup; dan 

c. menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 

mengoptimalkan SDM untuk kegiatan pelacakan kontak dan inputer pada 

aplikasi Silaphar. 
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2. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif pada Pemkot Balikpapan Belum Memadai 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus secara aktif 

melalui pelacakan kontak belum optimal, pencatatan data penemuan kasus secara 

aktif pada Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 belum tertib, upaya 

penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum optimal. 

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. potensi tidak tepatnya strategi penemuan kasus aktif;  

b. potensi tidak terdeteksinya pelaku perjalanan yang berpotensi menderita 

COVID-19 dan tidak terlacaknya kontak atas pelaku perjalanan tersebut; dan  

c. potensi tidak terdeteksinya masyarakat pada fasilitas tertutup yang menderita  

COVID-19.  

Hal tersebut disebabkan: 

a. Walikota Balikpapan belum menyusun Renops atau dokumen perencanaan lain 

dan surat edaran terkait penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah, 

pelacakan kontak erat dan fasilitas tertutup maupun penemuan kasus secara 

pasif serta ketertiban pencatatan pada Sistem Online Pelaporan Harian COVID-

19 yang dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur, termasuk 

mengatur bentuk evaluasi dan koordinasi yang direviu dan diperbarui secara 

berkala; dan 

b. keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM untuk kegiatan pelacakan kontak dan 

inputer pada aplikasi Laporan Harian. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Balikpapan agar: 

a. menetapkan Renops atau dokumen perencanaan lain dan surat edaran terkait 

penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah, pelacakan kontak erat 

dan fasilitas tertutup maupun penemuan kasus secara pasif serta ketertiban 

pencatatan pada Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 yang dilengkapi 

dengan rincian rencana kegiatan yang terukur, termasuk mengatur bentuk 

evaluasi dan koordinasi yang direviu dan diperbarui secara berkala; dan 

b. menginstruksikan Kepala DKK Balikpapan untuk mengoptimalkan SDM untuk 

kegiatan pelacakan kontak dan inputer pada Sistem Online Pelaporan COVID-

19 dan pemenuhan kompetensi SDM melalui pelatihan surveilans. 

3. Upaya Pemkot Balikpapan dalam Melaksanakan Tahapan Manajemen Klinis 

Belum Optimal 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa RSUD Beriman Balikpapan belum 

sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan Kepmenkes 413 Tahun 

2020, pencairan insentif nakes belum optimal dan tenaga kesehatan belum 

sepenuhnya menerima insentif sesuai pedoman Kepmenkes 

No.01.07/MENKES/447/2020, RSUD Beriman Balikpapan belum sepenuhnya 

mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien COVID-19 sesuai 

Kepmenkes No.01.07/MENKES/447/2020, Pemkot Balikpapan belum 
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sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen 

klinis di Fasyankes. 

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. penanganan pasien COVID-19 berpotensi menjadi tidak terarah dan tidak 

optimal serta timbulnya risiko penularan COVID-19 ke masyarakat menjadi 

tinggi;  

b. tenaga kesehatan dan Fasyankes yang menangani COVID-19 tidak dapat segera 

menerima haknya dan berpotensi menurunkan motivasi dan etos kerja; 

c. meningkatnya biaya klaim yang harus dibayarkan Kemenkes; dan  

d. evaluasi dan pengambilan keputusan penanganan COVID-19 berikutnya tidak 

dapat dilakukan. 

Hal tersebut disebabkan oleh: 

a. Walikota Balikpapan selaku Ketua Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 

belum menyusun Renops atau dokumen perencanaan lain dan surat edaran 

terkait strategi manajemen klinis dan PPI untuk pelayanan kesehatan sesuai 

tingkat skenario transmisi yang dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan 

yang terukur, termasuk mengatur bentuk evaluasi dan koordinasi yang direviu 

dan diperbarui secara berkala; 

b. Kepala DKK Balikpapan tidak optimal dalam penegakan aturan pemulasaraan 

jenazah pasien terkonfirmasi atau probable COVID-19 dan melakukan evaluasi 

dan pengawasan penegakan diagnosis sesuai dengan pedoman; 

c. anggaran BOK Tambahan tidak mencukupi kebutuhan insentif tenaga 

kesehatan; 

d. kurangnya koordinasi DKK Balikpapan dengan BPJS Cabang Balikpapan 

terkait informasi penerimaan bantuan APD dan obat dari Pemerintah Pusat; dan 

e. keterbatasan SDM RSUD Beriman Balikpapan dalam verifikasi internal 

pengajuan klaim perawatan pasien COVID-19. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Balikpapan agar: 

a. menetapkan Renops atau dokumen perencanaan lain dan surat edaran terkait 

strategi manajemen klinis dan PPI untuk pelayanan kesehatan sesuai tingkat 

skenario transmisi yang dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang 

terukur, termasuk mengatur bentuk evaluasi dan koordinasi yang direviu dan 

diperbarui secara berkala; 

b. menginstruksikan Kepala DKK Balikpapan: 

1) meningkatkan koordinasi dengan Bidang Penegakan Hukum dan 

Pendisiplinan – Satgas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan dalam 

penegakkan aturan pemulasaraan jenazah pasien terkonfirmasi dan probable 

COVID-19; 

2) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pemenuhan 

kekurangan alokasi insentif tenaga kesehatan; 
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3) berkoordinasi dengan BPJS terkait informasi penerimaan bantuan APD dan 

obat dari Pemerintah Pusat; dan 

4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen klinis pada 

RSUD Beriman Balikpapan sesuai dengan pedoman. 

c. menginstruksikan Direktur RSUD Beriman Balikpapan: 

1) menginstruksikan DPJP melakukan penegakan diagnosis sesuai dengan 

pedoman; dan 

2) mengoptimalkan SDM yang dimiliki dalam memverifikasi berkas pengajuan 

klaim perawatan pasien COVID-19. 

4. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser 

Utara Belum Memadai 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus secara aktif pada 

pintu masuk belum optimal, upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan 

kontak belum optimal, pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem 

Online Pelaporan Harian COVID-19 belum tertib, upaya penemuan kasus secara 

aktif dari fasilitas tertutup belum optimal.  

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. potensi tidak terdeteksinya pelaku perjalanan yang berpotensi menderita 

COVID-19 dan tidak terlacaknya kontak atas pelaku perjalanan tersebut; 

b. tidak tercapainya standar testing menurut WHO yaitu 1:1000 x jumlah 

penduduk per minggu; dan 

c. potensi tidak terdeteksinya masyarakat pada fasilitas tertutup yang menderita  

COVID-19.  

Hal tersebut disebabkan: 

a. Bupati Penajam Paser Utara selaku Ketua Gugus Tugas belum: 

1) menetapkan strategi untuk penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk 

wilayah, pelacakan kontak sesuai skenario transmisi, penemuan kasus pada 

fasilitas tertutup, penemuan kasus pasif melalui surveilans ILI/SARI, 

koordinasi surveilans ILI/SARI, dan penemuan kasus secara pasif pada 

tempat kerja di wilayahnya yang dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan 

yang terukur, termasuk mengatur bentuk koordinasi dan evaluasi yang 

direviu serta diperbarui secara berkala; dan 

2) melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas pengetatan pintu 

masuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

b. Kepala Dinas Kesehatan belum mengupayakan: 

1) penambahan jumlah SDM untuk mengoptimalkan kegiatan pelacakan 

kontak dan inputer pada aplikasi Laporan Harian; dan 

2) pemenuhan kompetensi SDM melalui pelatihan pelacakan kontak. 
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c. Koordinator Bidang Operasional Gugus Tugas terlambat mendeteksi kasus 

terkonfirmasi positif dan menindaklanjuti penanganannya. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 

agar: 

a. menetapkan renops atau dokumen perencanaan lain dan surat edaran terkait 

strategi untuk penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah, 

pelacakan kontak sesuai skenario transmisi, penemuan kasus pada fasilitas 

tertutup, penemuan kasus pasif melalui surveilans ILI/SARI, koordinasi 

surveilans ILI/SARI, dan penemuan kasus secara pasif pada tempat kerja di 

wilayahnya yang dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur, 

termasuk mengatur bentuk koordinasi dan evaluasi yang direviu serta 

diperbarui secara berkala; 

b. melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas pengetatan pintu 

masuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara; 

c. menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan SDM dalam 

kegiatan pelacakan kontak dan inputer pada aplikasi Laporan Harian dan 

pemenuhan kompetensi SDM melalui pelatihan pelacakan kontak; dan 

d. menginstruksikan Koordinator Bidang Operasional Gugus Tugas untuk 

mengoptimalkan pelacakan kontak kasus terkonfirmasi positif serta 

menindaklanjuti penanganannya. 

5. Peningkatan Disiplin Diri Masyarakat Melalui Penegakan Hukum (Enforcement) 

Belum Memadai 

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum pernah menyosialisasikan 

kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan, yang di dalamnya tercantum ketentuan pidana apabila 

ada individu yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan pandemi. 

tidak dilakukannya sosialisasi mengenai ketentuan ini karena kurangnya 

pengetahuan dan informasi tentang peraturan yang terkait tindak pidana apabila 

ada masyarakat yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan pandemi. 

Sampai saat ini belum pernah ada laporan dari Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara terkait masyarakat yang menghalangi upaya penanganan pandemi 

sampai dilakukan upaya penegakan hukum oleh APH. 

Hal tersebut mengakibatkan berpotensi meningkatnya penyebaran penularan kasus 

COVID-19. 

Hal tersebut disebabkan Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Penajam Paser Utara belum 

menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Wabah 

Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan. 

BPK merekomendasikan Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan 

Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas untuk menyosialisasikan 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Wabah Menular dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  

B. Tematik Lokal 

Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2016–2020 

pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya.  

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan Tahun 

Anggaran 2016–2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 

Gambar 3.2 Beberapa Temuan Signifikan Tematik Lokal 

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Belum Sepenuhnya 

Menghasilkan Data yang Akurat untuk Mendukung Perencanaan Program 

Penanggulangan Kemiskinan  

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 40 desa/kelurahan yang belum 

melaksanakan verifikasi dan validasi, tidak seluruh petugas Puskesos 

menggunakan formulir verifikasi dan validasi dalam melaksanakan kegiatan 

pendataan, dan permasalahan akurasi data berdasarkan hasil uji petik yang 

menunjukkan terdapat rumah tangga yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria 

sebagai rumah tangga miskin, namun nama yang bersangkutan masih muncul 

dalam database rumah tangga miskin pada DTKS, dan terdapat rumah tangga 

miskin baru yang sudah diusulkan untuk masuk dalam DTKS, namun nama yang 

bersangkutan justru tidak muncul dalam database rumah tangga miskin pada 

      1 LHP 

     8 Temuan 

    11 Rekomendasi 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya 
menghasilkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan program 
penanggulangan kemiskinan.

Data kebutuhan belum dikembangkan sebagai dasar untuk perancangan 
kegiatan strategi pemberdayaan penanggulangan kemiskinan.

Program yang dirancang pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah belum menjadi acuan kebijakan pembangunan.

Pemberian bantuan kegiatan strategi pemberdayaan belum didukung 
dengan kriteria yang jelas sebagai pedoman untuk penentuan prioritas 
sasaran penerima.

Monitoring dan evaluasi belum dilakukan terhadap pencapaian dan 
permasalahan masing-masing program penanggulangan kemiskinan kegiatan 
strategi pemberdayaan.

Beberapa Temuan Signifikan 
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DTKS, serta pemutakhiran DTKS yang belum dilakukan terhadap indikator yang 

telah menerima intervensi program. 

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan data yang tidak akurat berisiko pada 

ketidaktepatan perencanaan target sasaran penerima manfaat program dan bentuk 

program yang direncanakan.  

Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah daerah belum optimal memberikan 

dukungan operasional Puskesos dalam proses pendataan dan Belum adanya 

mekanisme untuk pelaporan permasalahan data yang tidak akurat secara berjenjang 

dari Puskesos ke Dinas Sosial.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar:  

a. membuat kebijakan untuk mendukung Puskesos yang mengalami kendala 

operasional dalam  menyelesaikan verifikasi dan validasi DTKS dan 

pengembangan kapasitas petugas Puskesos; dan 

b. menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk membuat mekanisme pelaporan 

permasalahan DTKS secara berjenjang dari Puskesos ke Dinas Sosial. 

2. Data Kebutuhan Belum Dikembangkan Sebagai Dasar untuk Perancangan 

Kegiatan Strategi Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan 

Hasil pemeriksaan menunjukkan belum adanya pengembangan untuk 

mengidentifikasi data kebutuhan bantuan untuk perancangan program 

pemberdayaan dan belum berjalannya peran TKPKD dalam mengembangkan 

informasi kemiskinan.  

Hal tersebut mengakibatkan jenis kebutuhan dan jumlah sasaran yang harus 

dipenuhi oleh kegiatan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan belum 

teridentifikasi dengan baik.  

Hal tersebut disebabkan oleh TKPKD belum menyusun mekanisme pemetaan 

jumlah sasaran dan kebutuhan kegiatan pemberdayaan berdasarkan wilayah yang 

digunakan untuk Musrenbang dan Musrenbang belum mengidentifikasi 

program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar 

menginstruksikan TKPKD untuk mengkoordinasikan perumusan data meliputi 

pemetaan jumlah sasaran dan kebutuhan kegiatan pemberdayaan berdasarkan 

wilayah dalam rangka penyusunan program pemberdayaan pada Musrenbang. 

3. Program yang Dirancang pada SPKD Belum Menjadi Acuan Kebijakan 

Pembangunan 

Hasil pemeriksaan menunjukkan belum dijadikannya analisis permasalahan utama 

kemiskinan yang dijabarkan dalam SPKD sebagai prioritas dalam pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan, terdapat ketidaksinkronan program yang 

ditetapkan dalam RAD pada SPKD, RPJMD dan Renstra OPD Periode 2016–2021, 

belum adanya sinkronisasi antara pemetaan wilayah permasalahan kemiskinan 

yang diidentifikasi dalam SPKD dengan sasaran pelaksanaan program  pada OPD 
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dan tidak seluruh program dalam RAD pada SPKD berkaitan dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan.  

Hal tersebut mengakibatkan rancangan program dalam RAD pada SPKD yang 

tidak berhubungan dengan penanggulan kemiskinan akan mengakibatkan program 

yang dilaksanakan OPD berpotensi tidak dapat menurunkan angka kemiskinan 

yang ditargetkan.  

Hal tersebut disebabkan penyusunan program pada SPKD belum disinergikan 

dengan OPD teknis pelaksana untuk menentukan prioritas penanggulangan 

kemiskinan, dan belum optimalnya TKPKD dalam melaksanakan 

pengkoordinasian penyusunan SPKD sampai dengan perumusan dokumen rencana 

pembangunan daerah di tingkat OPD. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar: 

a. mengoordinasikan penyusunan SPKD bersama dengan OPD teknis pelaksana 

untuk menentukan prioritas penanggulangan kemiskinan sesuai dengan analisis 

faktor-faktor utama penyebab kemiskinan; dan  

b. menginstruksikan TKPKD untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan 

SPKD sampai dengan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah di 

tingkat OPD. 

4. Pemberian Bantuan Kegiatan Strategi Pemberdayaan Belum Didukung dengan 

Kriteria yang Jelas Sebagai Pedoman untuk Penentuan Prioritas Sasaran Penerima 

Hasil pemeriksaan pada beberapa OPD pelaksana kegiatan pemberdayaan 

masyarakat untuk penaggulangan kemiskinan, menunjukkan tidak seluruh 

penerima manfaat program yang dilaksanakan OPD terdaftar dalam DTKS, dan 

tidak seluruh OPD memiliki juknis/juklak/pedoman dalam penentuan sasaran 

penerima manfaat program.  

Hal tersebut mengakibatkan pemberian bantuan pemberdayaan berisiko tidak tepat 

sasaran.  

Hal tersebut disebabkan karena Kepala OPD belum menyusun kriteria sasaran 

penerima bantuan kegiatan sebagai pedoman dalam melakukan seleksi pemberian 

bantuan pemberdayaan. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara 

menginstruksikan agar Kepala OPD menyusun kriteria sasaran penerima bantuan 

kegiatan sebagai pedoman dalam melakukan seleksi pemberian bantuan 

pemberdayaan. 

5. Monitoring dan Evaluasi Belum Dilakukan Terhadap Pencapaian dan 

Permasalahan Masing-Masing Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan 

Strategi Pemberdayaan 

Hasil pemeriksaan menunjukkan belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang 

dilaksanakan oleh masing-masing OPD pelaksana program pemberdayaan 

masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan belum optimalnya fungsi 
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monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh TKPKD atas pelaksanaan 

Program Penanggulangan Kemiskinan atas RPJMD periode 2016–2021.  

Hal tersebut mengakibatkan tidak teridentifikasinya permasalahan 

penanggulangan kemiskinan sebagai bahan evaluasi perbaikan program.  

Hal tersebut disebabkan karena TKPKD belum melakukan koordinasi secara 

periodik untuk mengevaluasi pencapaian dan kendala masing-masing program 

untuk pengambilan kebijakan perbaikan program. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara 

menginstruksikan agar TKPKD melakukan koordinasi untuk mengevaluasi 

pencapaian dan kendala masing-masing program untuk pengambilan kebijakan 

perbaikan program. 
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Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT 

bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang 

ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan 

atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.  

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif 

(tentative strategic audit objectives/TSAO) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana 

Strategis BPK 2016-2020. Ihktisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 

15 objek pemeriksaan, yang meliputi 1 objek pemeriksaan tematik nasional (Kepatuhan 

Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2020), 

14 objek pemeriksaan tematik lokal terdiri dari 2 pemeriksaan belanja daerah (Pemeriksaan 

Kepatuhan pada Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Paser Atas Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. 31 Oktober), 1 pemeriksaan Kepatuhan 

Pendapatan Participating Interest 10% Tahun 2018-2020 (Triwulan III) dan 11 objek 

pemeriksaan LPJ Banparpol.  

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 43 temuan yang memuat 

permasalahan sebesar Rp9,52 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem 

pengendalian intern, 47 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebesar Rp7,87 miliar, dan 8 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar 

Rp1,65 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BPD menurut 

kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan 

No Kelompok Temuan 
Jumlah 

Permasalahan 
Nilai (Rp Miliar) 

1 
Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan 
Perundang-undangan 

47 7,87 

2 Temuan Kelemahan SPI 7 - 
3 Temuan 3E 8 1,65 

Jumlah 62 9,52 

A. Tematik Nasional 

Pada Semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah 

menyampaikan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2020. 

Tujuan pemeriksaan yang dilaksanakan adalah: 

1. menilai apakah refocusing dan realokasi APBD pada pemerintah daerah telah 

dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

2. menilai apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, 

dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi 

COVID-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

3. menilai apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang 

penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada 
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pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima 

pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. 

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 pada 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2020 mengungkapkan 9 temuan dengan 

10 permasalahan meliputi 2 kelemahan sistem pengendalian intern, 4 permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar  

Rp110 juta, dan 4 permasalahan 3E. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat 

perhatian yaitu: 

Tabel 4.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan atas Penanganan Pandemi COVID-19 

Permasalahan 
Jumlah 

Permasalahan 
Entitas 

Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 
Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan 
Sosial Masyarakat yang Bersumber dari Belanja Tak 
Terduga Dilaksanakan Secara Tidak Memadai 

1 Pemprov Kaltim 

Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak COVID-19 di 
Provinsi Kalimantan Timur Disalurkan Secara Tidak 
Tepat Penerima dan Waktu Penyaluran Bantuan 

1 Pemprov Kaltim 

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan 
Pengadaan Barang Jasa untuk Penanganan COVID-
19 pada Lima OPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan 
Sebesar Rp2,72 miliar 

2 Pemprov Kaltim 

Pekerjaan Pengadaan Masker Nonmedis pada Dinas 
Perindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur belum 
Sesuai Ketentuan 

1 Pemprov Kaltim 

Dari tabel tersebut terdapat permasalahan signifikan yaitu: 

1. Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial Masyarakat yang 

Bersumber dari Belanja Tak Terduga Dilaksanakan Secara Tidak Memadai 

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial masyarakat 

(BSM) yang bersumber dari belanja tak terduga menunjukkan permasalahan 

sebagai berikut.  

a. Dinas Sosial kabupaten/kota tidak memverifikasi data sebelum dana dicairkan 

dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ke bank penyalur. 

b. Berdasarkan uji petik pemeriksaan pada DKP Kabupaten Kutai Timur, jumlah 

penerima BSM berdasarkan SK Gubernur Nomor 460/K.417/2020 sebanyak 

1.131 calon penerima bantuan. Setelah dilakukan verifikasi oleh DKP 

Kabupaten Kutai Timur, diketahui hanya 19 calon penerima bantuan yang 

belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, dua orang diantaranya 

bermasalah pada saat pembuatan rekening dan satu orang mengundurkan diri 

sebagai calon penerima bantuan. 

c. Terdapat 164 pengembalian undangan pencairan BSM karena tidak dapat 

disalurkan denganalasan meninggal, kategori mampu, alamat tidak sesuai KTP 

dan yang bersangkutan tidak aktif berdagang di Kota Balikpapan. 

d. Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur tidak melakukan verifikasi 

terhadap nama penerima BSM yang terdapat pada SK Gubernur Kalimantan 

Timur Nomor 460/K.352/2020. 
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e. Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata kabupaten/kota tidak melakukan 

verifikasi atas calon penerima bantuan yang ada pada SK Gubernur Kaltim 

Nomor 460/K.351/2020 serta SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 

460/K.334/2020 dan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.426/2020. 

f. Terdapat ketidaksesuaian data calon penerima bantuan dengan kriteria pada 

Dispar, Dishub, Disdikbud, Disnakertrans, DKP3A, Perikanan, Perindagkop, 

dan Dinsos.  

Hal tersebut mengakibatkan penyaluran BSM berpotensi tidak tepat sasaran dan 

tujuan pemberian BSM tidak tercapai 

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas dan KPA masing-masing OPD tidak optimal 

dalam melaksanakan koordinasi berjenjang dalam pemerolehan data penerima 

bantuan dan Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika 

tidak optimal dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima 

bantuan sesuai bidang tugasnya.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur 

agar memerintahkan Kepala Dinas terkait dengan data BSM untuk melaksanakan 

verifikasi dan validasi yang komprehensif dalam proses penyaluran BSM sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

2. Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur 

Disalurkan Secara Tidak Tepat Penerima dan Waktu Penyaluran Bantuan 

Penyaluran BSM terdampak COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur 

menunjukkan permasalahan yaitu penyaluran BSM tidak tepat waktu dan 

penyaluran sebanyak 4.152 BSM diterima oleh orang yang tidak tepat. 

Hal tersebut mengakibatkan calon penerima bantuan tidak dapat segera 

memanfaatkan dana bantuan yang semestinya diterima dan pemborosan keuangan 

daerah sebesar Rp3,11 miliar atas penyaluran kepada 4.152 penerima bantuan tidak 

tepat sasaran. 

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas dan KPA masing-masing OPD belum 

optimal dalam melaksanakan koordinasi berjenjang dalam penyaluran bantuan.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur 

agar memerintahkan Kepala Dinas terkait dengan penyaluran dana BSM untuk 

mengoptimalkan koordinasi dengan dinas terkait pada kabupaten/kota untuk 

efektivitas penyaluran BSM. 

3. Pengadaan Barang Jasa untuk Penanganan COVID-19 pada Lima OPD Tidak 

Sesuai dengan Ketentuan Sebesar Rp 2,72 miliar 

Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa untuk Penanganan COVID-19 pada Lima 

OPD menunjukkan masalah sebagai berikut. 

a. Pengenaan PPN oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,57 miliar 

menggunakan sumber dana APBD kurang tepat. 

b. Terdapat kesalahan pengenaan tarif PPN atas pengadaan barang habis pakai 

untuk penanganan COVID-19 pada BPBD. 
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c. Terdapat kelebihan setor PPN sebesar Rp76,80 juta atas pengadaan barang 

penanganan COVID-19 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. 

d. Harga Pengadaan Castle Steam Sterillizer Smart 250 lebih tinggi dibandingkan 

E-Katalog pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp62,86 juta.  

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kehilangan 

kesempatan menggunakan dana yang telah digunakan untuk menanggung 

pembayaran atas PPN, untuk kegiatan penanganan COVID-19 lainnya sebesar 

Rp2,67 miliar dan pemborosan keuangan daerah atas pengadaan barang Castle 

Steam Sterillizer Smart 250 sebesar Rp62,86 juta.  

Hal tersebut disebabkan PPTK kurang cermat dalam melakukan verifikasi 

pengenaan PPN atas kegiatan belanja barang dalam rangka penanganan COVID-

19 dan PPTK pengadaan barang Castle Steam Sterillizer Smart 250 kurang cermat 

dalam menilai kewajaran harga atas belanja barang dalam rangka penanganan 

COVID-19.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur 

untuk memerintahkan kepada:  

a. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD AWS, Kepala Pelaksana BPBD dan 

Direktur RSJD Atma Husada agar masing-masing bendahara berkoordinasi 

dengan KPP Pajak untuk melakukan restitusi atas PPN yang telah disetorkan 

sebesar Rp2,67 miliar; dan  

b. Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo agar penyedia jasa Castle Steam 

Sterillizer Smart 250 menyampaikan bukti riil harga barang dan biaya 

pengiriman. Apabila tidak dapat menyampaikan bukti tersebut, selanjutnya 

menarik dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp62,86 juta. 

B. Tematik Lokal 

Pada Semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah 

menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal kepatuhan belanja 

daerah pada dua entitas dan Kepatuhan Pendapatan Participating Interest 10% pada  

dua entitas dengan uraian sebagai berikut. 

1. Belanja Daerah 

Pemeriksaan atas belanja daerah dilakukan terhadap dua objek pemeriksaan yaitu: 

a. Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait 

Lainnya atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. 31 Oktober); 

dan 

b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 

(s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait 

Lainnya. 

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 

2020 (s.d. 31 Oktober) untuk menilai kepatuhan perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah pada dua pemerintah 

daerah mengungkapkan 15 temuan dengan 28 permasalahan yang meliputi lima 

kelemahan sistem pengendalian intern, 19 permasalahan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp7,31 miliar, dan lima 

permasalahan 3E sebesar Rp1,65 miliar. Beberapa permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan atas Belanja Daerah 

Permasalahan 
Jumlah 

Permasalahan 
Entitas 

Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat Tidak 
Sesuai Ketentuan 

1 Pemkot Bontang 

Pelaksanaan Pengadaan Barang pada Dinas 
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Tidak Sesuai Ketentuan 

1 Pemkab Paser 

Kekurangan Penerimaan 
Penyetoran Pungutan dan/atau Potongan Pajak 
Negara Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan 

1 Pemkot Bontang 

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan 
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 
Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar 
Rp1,92 miliar 

1 Pemkab Paser 

Komponen Biaya Uji Laboratorium yang Tidak Sesuai 
Dengan Ketentuan Minimal Sebesar Rp1,11 miliar 

1 Pemkab Paser 

Kurang Volume dan Mutu atas 37 Pekerjaan Fisik 
pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Sebesar Rp2,06 miliar 

1 Pemkab Paser 

Dari tabel tersebut terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan perjalanan dinas bagi 

masyarakat di Kota Bontang menunjukkan masalah sebagai berikut.  

1) Kriteria masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas periode  

1 Januari s.d. 31 Oktober 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Walikota 

Nomor 2 Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Kecamatan 

Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. 

2) Kriteria masyarakat berupa rombongan lainnya pelaksana perjalanan dinas 

pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tidak jelas.  

Hal tersebut mengakibatkan:  

1) pemborosan keuangan daerah sebesar Rp3 miliar; dan  

2) risiko penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah atas pembatasan yang 

tidak tegas terhadap kriteria mayarakat pelaksana perjalanan dinas.  

Hal tersebut disebabkan Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi dan 

Kepala Bagian Hukum secara berjenjang dalam pengusulan dan pembahasan 

rancangan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tidak mendefinisikan 

secara jelas kriteria masyarakat “rombongan lainnnya” pelaksana perjalanan 

dinas.  
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Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bontang agar 

menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi, dan 

Kepala Bagian Hukum secara berjenjang mempedomani Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

dalam pengusulan dan pembahasan rancangan peraturan walikota. 

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Tidak Sesuai Ketentuan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang pada Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) menunjukkan 

permasalahan sebagai berikut.  

1) Pelaksanaan pengadaan langsung sebanyak 1.350 paket pengadaan TA 2020 

tidak melalui LPSE Pemkab Paser. 

2) Terdapat kesamaan pada beberapa paket pekerjaan jalan yang dapat 

dikonsolidasi. 

3) Terdapat fasilitas umum milik pengembang yang menjadi beban APBD. 

4) Terdapat kesamaan paket pekerjaan pada TA 2018, TA 2019, dan TA 2020. 

Hal tersebut mengakibatkan:  

1) berkurangnya kesempatan perusahaan penyedia barang lain untuk mengikuti 

tender/seleksi dan memperoleh harga yang paling menguntungkan bagi 

pemerintah daerah; 

2) pemborosan keuangan daerah sebesar Rp538,21 juta, dan  

3) potensi kelebihan bayar pekerjaan pada lokasi yang sama sebesar  

Rp1,08 miliar.  

Hal tersebut disebabkan:  

1) Pengguna Anggaran tidak memastikan pelaksanaan konsolidasi pengadaan 

barang/jasa; dan  

2) Tim Perencanaan kurang cermat dalam memedomani peraturan yang 

berlaku.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Paser agar memerintahkan:  

1) Kepala DPKP2 melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan;  

2) Kepala DPKP2 tidak melakukan pembiayaan atau pemeliharaan fasilitas 

umum yang menjadi kewajiban pengembang yang belum diserahkan ke 

Pemerintah Daerah; dan 

3) Inspektur melakukan pemeriksaan atas potensi kelebihan bayar atas 

pekerjaan yang sama sebesar Rp1,08 miliar dan memproses sesuai 

ketentuan. 
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c. Penyetoran Pungutan dan/atau Potongan Pajak Negara Tidak Dilaksanakan 

Sesuai Ketentuan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyetoran pungutan dan/atau potongan 

pajak negara menunjukkan permasalahan sebagai berikut.  

1) Penyetoran pungutan dan/atau potongan pajak negara atas belanja pada 

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Taman Husada tidak dilaksanakan 

sesuai ketentuan sebesar Rp1,88 miliar. 

2) Indikasi kekurangan penyetoran atas pungutan dan/atau potongan pajak 

negara TA 2019 dan TA 2020 dari transaksi SP2D-LS pada Pemkot Bontang 

sebesar Rp3,43 miliar. 

3) Indikasi kekurangan penyetoran atas pungutan dan/atau potongan pajak 

negara TA 2019 dari transaksi UP/GU pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebesar Rp74,84 juta.  

Hal tersebut mengakibatkan penyetoran pungutan dan/atau potongan PPN dan 

PPh TA 2019 tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp5,38 miliar.  

Hal tersebut disebabkan Bendahara pengeluaran OPD tidak tertib dalam 

menatausahakan bukti pungutan dan/atau potongan pajak negara dari transaksi 

UP/GU dan LS.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bontang agar 

menginstruksikan BUD, Direktur RSUD Taman Husada dan Kepala Disdikbud 

melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pungutan 

dan/atau potongan PPN dan PPh dan hasilnya direviu oleh Inspektorat dengan 

rincian:  

1) BUD sebesar Rp3,43 miliar;  

2) RSUD Taman Husada sebesar Rp1,88 miliar; dan 

3) Disdikbud sebesar Rp74,84 juta dan apabila NTPN tidak terkonfirmasi, 

BUD dan/atau Bendahara Pengeluaran segera menyetor ke kas negara. 

d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai 

Ketentuan Sebesar Rp1,92 Miliar 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjalanan dinas luar daerah pada 

Sekretariat DPRD menunjukkan permasalahan sebagai berikut terdapat 

perjalanan dinas yang diselesaikan lebih cepat dari surat tugas tetapi dibayarkan 

sesuai lamanya surat tugas. Selain itu terdapat bukti pertanggungjawaban 

akomodasi yang tidak sesuai ketentuan.  

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas 

luar daerah pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai ketentuan sebesar  

Rp1,92 miliar.  

Hal tersebut disebabkan PPTK tidak cermat melakukan verifikasi atas 

pertanggungjawaban perjalanan dinas.  
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Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Paser agar memerintahkan 

Sekretaris DPRD memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara 

menyetor ke Kas Daerah kelebihan bayar atas perjalanan dinas tidak sesuai 

ketentuan sebesar Rp1,92 miliar. 

e. Komponen Biaya Uji Laboratorium yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan 

Minimal Sebesar Rp1,11 Miliar 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal dan 

belanja barang berupa kegiatan semenisasi di Kabupaten Paser menunjukkan 

permasalahan adanya komponen biaya uji laboratorium berupa Job Mix 

Formula (JMF) beton, uji Sand Cone maupun pengujian Asphalt Treated Base 

(ATB) pada kontrak kegiatan semenisasi yang dilaksanakan. Hasil pemeriksaan 

atas dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak pada DPKP2 diketahui 

terdapat komponen biaya uji laboratorium yang menjadi tambahan biaya dalam 

SPK dan kontrak sebanyak 320 paket pekerjaan TA 2019 minimal sebesar 

Rp799,10 juta dan 152 paket pekerjaan TA 2020 minimal sebesar  

Rp310,22 juta. Selain itu, sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir 

tanggal 25 November 2020, terdapat 91 dokumen paket pekerjaan TA 2019 dan 

46 dokumen paket pekerjaan TA 2020 yang belum disampaikan kepada Tim 

Pemeriksa.  

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan bayar minimal sebesar Rp1,11 miliar. 

Hal tersebut disebabkan Tim Perencanaan, PPTK, dan PPK kurang cermat 

dalam memedomani peraturan yang berlaku.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Paser agar memerintahkan: 

1) Kepala DPKP2 untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan 

cara menyetor ke Kas Daerah kelebihan bayar sebesar Rp1,11 miliar; 

2) Inspektur untuk memeriksa dokumen paket pekerjaan yang belum 

disampaikan sebanyak 91 dokumen untuk Tahun 2019 dan sebanyak  

46 dokumen Tahun 2020 adanya komponen JMF yang dibebankan; dan  

3) Kepala DPKP2 agar menginstruksikan Tim Perencanaan, PPTK, dan PPK 

tidak menambahkan JMF ke dalam kontrak. 

f. Kurang Volume dan Mutu atas 37 Pekerjaan Fisik pada DPKP2 Sebesar  

Rp2,06 Miliar 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiaatan belanja modal dan 

belanja barang berupa kegiatan semenisasi di Kabupaten Paser menunjukkan 

permasalahan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan. Pemeriksaan secara 

uji petik dilakukan atas Pekerjaan Semenisasi pada DPKP2 Kabupaten Paser. 

Pemeriksaan atas kuantitas dan kualitas pekerjaan pada TA 2019 dilakukan 

terhadap 21 paket semenisasi jalan dan TA 2020 sebanyak 15 paket semenisasi 

jalan. Hasil perhitungan terhadap volume pekerjaan dan hasil pengujian mutu 

beton dengan pengujian uji kuat tekan pada Laboratorium Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Balikpapan menunjukkan bahwa volume dan mutu pekerjaan 

tidak sesuai dengan kontrak. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Kontrak dan 
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SPK masing-masing paket pekerjaan pada pasal terkait kewajiban penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang 

tertera pada dokumen SPK.  

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,06 miliar.  

Hal tersebut disebabkan PPTK Pekerjaan tersebut kurang optimal melakukan 

pengendalian atas pekerjaan rekanan dan kurang optimal dalam melakukan 

pengendalian atas pekerjaan konsultan.  

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Paser agar memerintahkan 

Kepala DPKP2 untuk:  

1) memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke Kas 

Daerah kelebihan bayar sebesar Rp2,06 miliar; 

2) menginstruksikan PPTK Pekerjaan lebih optimal melakukan pengendalian 

atas pekerjaan rekanan dan lebih optimal dalam melakukan pengendalian 

atas pekerjaan konsultan; dan  

3) memperingatkan konsultan pengawas agar bekerja sesuai ketentuan yang 

tercantum pada SPK. 

2. Kepatuhan Pendapatan Participating Interest 10% Tahun 2018-2020 (Triwulan 

III) 

Pemeriksaan kepatuhan atas pendapatan participating interest 10% dilakukan 

terhadap dua objek pemeriksaan yaitu: 

a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Participating Interest 10% Tahun 

2018-2020 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 

Badan Usaha serta Instansi terkait lainnya; dan 

b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Participating Interest 10% Tahun 

2018-2020 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan 

Badan Usaha serta Instansi terkait lainnya. 

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas pendapatan participating interest 10% Tahun 

2018-2020 (Triwulan III) adalah untuk menilai apakah pendapatan participating 

interest (PI) 10% telah diterima secara seluruhnya oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pendapatan participating interest 10% pada dua 

pemerintah daerah mengungkapkan 19 temuan dengan 24 permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 

Rp452,22 juta. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 

a. Penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Hasil Participating 

Interest 10% Tidak Optimal 

Pemeriksaan atas hasil PI 10% yang diterima oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 
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1) Dividen yang dibagikan oleh PT MMPKM kepada PT MMPKT pada Tahun 

2018-2020 (Triwulan III) adalah sebesar Rp476,25 miliar. Selanjutnya 

jumlah laba bersih berupa dana pembangunan daerah dan anggaran berlanja 

daerah yang telah disetor oleh PT MMPKT ke kas daerah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp208,06 miliar sehingga 

terdapat selisih sebesar Rp268,19 miliar yang masih dikelola oleh  

PT MMPKT. 

2) Sebagaimana proses kelaziman bisnis pada perusahaan perseroan, 

pendapatan dividen yang diterima oleh PT MMPKT merupakan salah satu 

sumber pendapatan perusahaan. Pendapatan tersebut telah dipergunakan 

oleh PT MMPKT untuk dana pembangunan daerah dan anggaran belanja 

daerah sebesar Rp208,06 miliar kepada pemegang saham sesuai ketentuan 

dalam Anggaran Dasar, maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional 

dan pengeluaran perusahaan lainnya sebesar Rp50,70 miliar. 

Hal tersebut mengakibatkan:  

1) pemborosan sebesar Rp37,50 miliar atas pengeluaran yang bukan 

merupakan kewajiban pengelola PI 10% dan tidak terkait langsung dengan 

pengelolaan PI 10%; dan  

2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berisiko tidak optimal menerima 

Pendapatan PI 10% sebesar Rp232,36 miliar yang masih berada di  

PT MMPKT. 

Hal tersebut disebabkan belum ada kebijakan tentang mekanisme pengelolaan 

pendapatan bagi hasil PI 10% yang diterima BUMD agar dapat meningkatkan 

optimalisasi penerimaan kepada pemerintah daerah. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Timur selaku 

pemegang saham melalui RUPS agar mendorong pengelolaan pendapatan  

PI 10% secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dengan: 

1) berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyederhanaan pengelolaan 

pendapatan PI 10%; 

2) menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan PI 10% yang diantaranya 

mengatur tentang: 

a) proporsi pembagian pendapatan PI 10% yang disetorkan ke kas daerah; 

b) proses penyaluran pendapatan PI 10% dari PT MMPKT ke kas daerah; 

c) ketentuan bahwa pendapatan PI 10% hanya dapat digunakan untuk 

kewajiban pengelola PI 10% dan aktivitas yang terkait langsung dengan 

pengelolaan PI 10%; dan 

d) pengelolaan keuangan pendapatan PI 10% dipisahkan dari pengelolaan 

keuangan bidang usaha PT MMPKT lainnya. 
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b. Investasi Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM Tidak Sesuai dengan 

Ketentuan 

Pemeriksaan atas penggunaan pendapatan PI 10% yang diterima oleh  

PT MGRM (BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara) untuk kegiatan investasi 

proyek tangki timbun dan terminal BBM menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 

1) PT PTCI selaku mitra kerjasama memiliki keterkaitan dengan personil 

kunci PT MGRM. 

2) PT MGRM tidak melaksanakan identifikasi profil mitra kerja sama proyek 

tangki timbun dan terminal BBM. 

3) Transaksi pengeluaran berupa peminjaman dana perusahaan sebesar  

Rp375 juta dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama dan 

tanpa persetujuan komisaris. 

4) Penandatanganan Head of Agreement (HoA) dilakukan oleh pihak yang 

belum terdaftar dalam daftar perseroan Ditjen AHU. 

5) Terdapat transaksi jaminan terkait proyek tangki timbun dan terminal BBM 

sebesar Rp10 miliar yang tidak memiliki dasar. 

6) Konfirmasi persetujuan untuk melakukan kerja sama akuisisi saham oleh 

Direktur PT MGRM diberikan setelah adendum. 

7) Masa berlaku HoA antara PT PTCI dengan PT MGRM telah kedaluwarsa. 

8) Penguasaan serta penilaian atas jaminan investasi dari PT PTCI sebesar 

Rp53,65 miliar tidak dapat dipastikan. 

9) PT MGRM tidak mempertimbangkan risiko hukum atas penawaran akuisisi 

saham dari PT PTCI. 

10) Akta Perjanjian Kesepakatan Kerja Sama Nomor 457 antara PT PTCI,  

PT MGRM, dan Sdr. DS tidak sesuai ketentuan.  

11) Terdapat risiko ketidakpastian nilai dan penguasaan atas investasi yang 

telah dikeluarkan oleh PT MGRM sebesar Rp40 miliar.  

12) Realisasi pengeluaran uang perusahaan untuk investasi proyek tangki 

timbun dan terminal BBM tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 

perusahaan Tahun 2019 dan Tahun 2020.  

13) Pengawasan komisaris atas proyek tangki timbun dan terminal BBM belum 

memadai 

Hal tersebut mengakibatkan risiko terjadinya kerugian atas investasi sebesar 

Rp40 miliar. 

Hal tersebut disebabkan: 

1) Komisaris tidak menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan 

optimal diantaranya dalam menilai risiko benturan kepentingan personil 

kunci perusahaan dan memantau kesesuaian jalannya proyek kerja sama 

dengan peraturan perundangan yang berlaku;  
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2) Direktur PT MGRM dan VP Business Development tidak cermat dalam 

melaksanakan tugas melakukan identifikasi risiko yang dapat terjadi atas 

jalannya proyek kerja sama dan jangka waktu perjanjian kerja sama;  

3) Direktur PT MGRM, VP Administrasi dan Keuangan saat itu, dan Manajer 

Keuangan tidak cermat untuk memperhatikan ketentuan dalam hal 

meminjamkan uang perusahaan;  

4) Direktur PT MGRM dan Manajer Keuangan tidak cermat dalam menyetujui 

realisasi anggaran perusahaan;  

5) Direktur PT MGRM tidak cermat untuk memperhatikan risiko hukum saat 

melakukan perikatan atas nama Perseroan;  

6) VP Business Development PT MGRM tidak melaksanakan mekanisme 

kerja sama sesuai dengan standar yang telah ditetapakan di SOP; dan  

7) VP Business Development dan Manager Proyek PT MGRM saat itu tidak 

cermat dalam melakukan analisis penawaran kerja sama yang diberikan 

oleh PT PTCI. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara selaku 

pemegang saham melalui RUPS: 

1) memerintahkan Direktur PT MGRM untuk memproses 

pertanggungjawaban pengeluaran perusahaan sebesar Rp40 miliar untuk 

investasi proyek tangki timbun yang tidak sesuai dengan RKAP hasil 

keputusan RUPS kepada pihak terkait; 

2) melakukan tindakan berdasarkan hasil permintaan keterangan yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan 

investasi proyek tangki timbun tidak menimbulkan kerugian bagi  

PT MGRM; dan 

3) Komisaris PT MGRM bersama-sama dengan Kepala SPI melakukan 

pengawasan atas proses pelaksanaan investasi proyek tangki timbun dan 

terminal BBM. 

c. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Hasil Participating 

Interest 10% Tidak Optimal 

Pemeriksaan atas hasil PI 10% yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 

1) Dividen yang dibagikan oleh PT MMPKM kepada PT MGRM pada Tahun 

2018 s.d. Tahun 2020 (Triwulan III) adalah sebesar Rp239,92 miliar. 

Selanjutnya jumlah dividen dan dana pembangunan daerah yang telah 

disetor oleh PT MGRM kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 

adalah sebesar Rp123,14 miliar sehingga terdapat selisih sebesar  

Rp116,78 miliar yang masih dikelola oleh PT MGRM. 

2) Sebagaimana proses kelaziman bisnis pada perusahaan perseroan, 

pendapatan dividen yang diterima oleh PT MGRM merupakan salah satu 

sumber pendapatan perusahaan. Pendapatan tersebut telah dipergunakan 
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oleh badan usaha baik untuk pembagian dividen dan dana pembangunan 

daerah sebesar Rp123,87 miliar kepada pemegang saham sesuai ketentuan 

dalam Anggaran Dasar, maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional 

dan pengeluaran perusahaan lainnya sebesar Rp88,03 miliar. 

Hal tersebut mengakibatkan:  

1) pemborosan sebesar Rp81,52 miliar atas pengeluaran yang bukan 

merupakan kewajiban pengelola PI 10% dan tidak terkait langsung dengan 

pengelolaan PI 10%; dan 

2) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berisiko tidak optimal menerima 

Pendapatan PI 10% sebesar Rp59,43 miliar yang masih berada di  

PT MGRM. 

Hal tersebut disebabkan belum ada kebijakan tentang mekanisme pengelolaan 

pendapatan bagi hasil PI 10% yang diterima BUMD agar dapat meningkatkan 

optimalisasi penerimaan kepada pemerintah daerah. 

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara selaku 

pemegang saham melalui RUPS agar mendorong pengelolaan pendapatan  

PI 10% secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dengan: 

1) berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyederhanaan pengelolaan 

pendapatan PI 10%; 

2) menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan PI 10% yang diantaranya 

mengatur tentang: 

a) proporsi pembagian pendapatan PI 10% yang disetorkan ke kas daerah; 

b) proses penyaluran pendapatan PI 10% dari PT MMPKT ke kas daerah; 

c) ketentuan bahwa pendapatan PI 10% hanya dapat digunakan untuk 

kewajiban pengelola PI 10% dan aktivitas yang terkait langsung dengan 

pengelolaan PI 10%; dan 

d) pengelolaan keuangan pendapatan PI 10% dipisahkan dari pengelolaan 

keuangan bidang usaha PT MMPKT lainnya. 

C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

Pada Semester II Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 

melakukan pemeriksaan atas 110 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan 

keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). 

Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan  

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya 

pada Pasal 13 dan 14. 
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Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang 

kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk 

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemeriksaan 

atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan 

kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan 

ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol yaitu:  

1. kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan 

rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;  

2. kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di 

dalam LPJ;  

3. kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan  

4. kepatuhan penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang 

berlaku.  

Nilai bantuan parpol yang telah diserahkan pemerintah daerah se-Provinsi 

Kalimantan Timur selama Tahun 2020 sebesar Rp10,36 miliar dengan rincian 

sebagai berikut.  

Grafik 4.1 Bantuan Partai Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dalam juta Rupiah 

Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol, 

selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan. Hasil 

pemeriksaan atas 110 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat 

DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan 

bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada 

BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan 

politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Hasil pemeriksaan atas laporan 

pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD Tahun 2020 

menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

banparpol oleh DPD/C telah sesuai dengan kriteria yang berlaku  dan sesuai dengan 

pengecualian masing – masing sebanyak 76 dan 34 partai politik. Jumlah partai dan 
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dana bantuan parpol yang telah diserahkan pemerintah daerah se-Provinsi 

Kalimantan Timur adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Partai Politik dan Bantuan Partai Politik 

No Partai Politik 
Bantuan Partai 

Politik (Rp 
Juta) 

Jumlah 
Entitas 

Penerima 

Simpulan Pemeriksaan (*) 

S SDP TS TMS 

1 Berkarya (Partai Berkarya) 26,02 3 2 1 0 0 

2 Demokrat (Partai Demokrat) 1.010,26 9 7 2 0 0 

3 
Gerindra (Partai Gerakan 
Indonesia Raya) 

1.196,73 11 6 5 0 0 

4 
Golkar (Partai Golongan 
Karya) 

2.177,77 11 8 3 0 0 

5 
Hanura (Partai Hati Nurani 
Rakyat) 

632,08 10 6 4 0 0 

6 Nasdem (Partai Nasdem) 708,07 10 7 3 0 0 

7 PAN (Partai Amanat Nasional) 709,12 10 8 2 0 0 

8 PBB (Partai Bulan Bintang) 130,50 4 2 2 0 0 

9 
PDIP (Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan) 

1.735,30 11 5 6 0 0 

10 
Perindo (Partai Persatuan 
Indonesia) 

46,64 3 2 1 0 0 

11 
PKB (Partai Kebangkitan 
Bangsa) 

489,92 10 8 2 0 0 

12 
PKS (Partai Keadilan 
Sejahtera) 

799,93 10 8 2 0 0 

13 
PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

698,70 8 7 1 0 0 

  Jumlah 10.361,03 110 76 34    -  -  

Ket (*) 
S  : Sesuai 
SDP : Sesuai Dengan Pengecualian 
TS  : Tidak Sesuai Kriteria 
TMS : Tidak Memberikan Simpulan 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Kalimantan Timur telah 

memberikan bantuan kepada 110 partai politik yang berada di wilayahnya masing-

masing dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10,36 miliar dan semuanya telah 

menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 

110 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 76 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku 

dan 34 LPJ sesuai dengan pengecualian. Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP 

disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas. 

Rincian atas tabel di atas dapat dilihat pada lampiran 4.1.
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Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan 

pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta 

pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.  

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang 

ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan 

dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat 

wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau 

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang 

diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan 

BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang 

tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang 

bertanggung jawab kepada BPK.  

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah 

jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. 

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak 

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 

4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum 

sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi 

tidak dapat ditindaklanjuti.  

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi 

Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk 

menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, 

aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. 

Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih 

mutakhir, akurat, dan informatif. 

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 

Hasil Pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.  

1. Jumlah temuan sebanyak 4.425 temuan senilai Rp3,49 triliun dan USD 19,62 juta 

dengan jumlah rekomendasi sebanyak 10.297 rekomendasi senilai Rp2,61 triliun 

dan USD 19,62 juta. 

2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 8.879 rekomendasi 

senilai Rp1,28 triliun dan USD 17,61 juta atau 86,23 %. 

3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.060 rekomendasi 

senilai Rp941,38 miliar dan USD 239,09 ribu atau 10,29 %. 

4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 247 rekomendasi senilai 

Rp41,56 miliar atau 2,4%. 
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5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 

111 rekomendasi senilai Rp346,48 miliar dan USD 1,77 juta atau 1,08 %. 

Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP s.d. Semester II Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian tingkat penyelesaian TLRHP per entitas disajikan dalam tabel 5.1 sebagai 

berikut. 

Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas 

(dalam juta) 

Entitas Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Status Pemantauan Tindak Lanjut Persentase 

TS TBS BT TBT 
 

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai 
 

Provinsi Kalimantan 
Timur 

602 899.006,53 1431 325.792,75 1177 249.111,77 177 61.042,13 48 2.608,84 29 13.030,01 82,25% 

Kota Samarinda 508 322.125,27 1081 302.533,90 888 167.725,66 164 122.156,82 9 8.714,18 20 3.937,23 82,15%  
$2,45 

 
$2,45 

 
$1,79 

 
- 

 
- 

 
$0,66 

 

Kota Balikpapan 407 65.656,37 859 33.162,09 822 31.070,37 18 2.091,73 15 - 4 - 95,69% 

Kota Bontang 372 99.487,47 841 83.168,22 765 68.568,02 47 13.343,11 21 1.257,09 8 - 90,96% 

Kabupaten Kutai 
Barat 

334 108.055,76 814 90.792,60 746 52.512,32 59 16.340,87 3 58,15 6 21.881,27 91,65% 

Kabupaten  Kutai 
Kartanegara 

569 1.289.109,82 1511 1.193.018,37 1093 357.612,96 303 557.003,27 99 22.881,52 16 255.520,63 72,34%  
$9,04 

 
$9,04 

 
$9,00 

 
$0,04 

 
- 

 
- 

 

Kabupaten Paser 374 152.099,57 837 115.492,01 750 93.535,57 57 15.119,80 23 6.043,69 7 792,95 89,61% 

Kabupaten Berau 355 132.186,76 818 94.778,69 776 48.764,08 31 3.589,38 - - 11 42.425,22 94,87%  
$8,13 

 
$8,13 

 
$6,82 

 
$0,20 

 
- 

 
$1,11 

 

Kabupaten Kutai 
Timur 

421 312.143,46  926 289.493,49  827 153.217,91  90 130.357,66  5                    
-  

4 5.917,92  89,31% 

Kabupaten Penajam 
Paser Utara  

356 77.220,17  813 53.484,16  741 40.600,02  47 9.912,24  19                    
-  

6 2.971,90  91,14% 

Kabupaten Mahulu 127 33.615,99  366 29.746,96  294 19.327,79  67 10.419,17  5                    
-  

0                             
-  

80,33% 

Jumlah (Rp) 4.425  3.490.707,18  10.297  2.611.463,24  8.879  1.282.046,45  1.060  941.376,18  247  41.563,47  111  346.477,14  86,23% 

Jumlah (USD)   $19,62    $19,62    $17,61                   
$0,24  

                     
-  

                        
$1,77  

  

86%

10%

3% 1%

Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2020

TL Sesuai Rekomendasi
8.879 rekomendasi
Rp1.282.046.446.825,13 dan
USD17.606.308,98
TL Belum Sesuai Rekomendasi
1.060 rekomendasi
Rp941.376.176.152,5 dan USD
239.089,27
Belum Ditindaklanjuti
247 rekomendasi
Rp41.563.472.091,19

Tidak Dapat Ditindaklanjuti
111 rekomendasi
Rp346.477.142.229,47 dan USD
1.769.779,86
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B. Pemantauan Kerugian Daerah 

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara 

wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan 

lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 

7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. dan Pasal 62 ayat (1), 

menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) 

menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri 

bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ 

gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian 

negara/lembaga/ pemerintah daerah.  

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan 

bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 3.851 kasus senilai Rp417,36 miliar; 

yang telah disetor sebesar Rp246,83 miliar dan dihapus senilai Rp8,68 miliar 

sehingga masih terdapat sisa kerugian daerah sebanyak 805 senilai Rp161,85 miliar. 

Rincian kasus kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur sampai dengan Semester II Tahun 2020 sebagai berikut.  

Grafik 5.2 Hasil Pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Semester II Tahun 2020 secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat 

Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan 

(SKP) sebanyak 185 kasus kerugian senilai Rp32,93 miliar. Dari kerugian tersebut, 

yang telah disetor senilai Rp3,28 miliar dan dihapus senilai Rp546,69 juta dengan 
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sisa sebanyak 41 kasus kerugian senilai Rp25,70 miliar. Rincian per entitas 

disajikan pada tabel 5.2.  

2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 

120 kasus senilai Rp143,98 miliar. Dari kerugian tersebut, yang telah disetor 

senilai Rp75,14 miliar dan dihapus senilai Rp440,55 juta dengan sisa kerugian 

daerah sebanyak 120 kasus senilai Rp67,42 miliar. 

3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan 

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 4.162 kasus senilai Rp242,73 

miliar. Dari kerugian tersebut, yang telah disetor senilai Rp46,86 miliar dan 

dihapus senilai Rp4,63 miliar dengan sisa kerugian sebanyak 4.255 kasus senilai 

Rp76,69 miliar. 

Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 

melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 

No. Kota/Kabupaten 
Jmlh 

Kasus 
 Nilai  

(Rp Juta) 
 Angsuran 
(Rp Juta)  

 Sisa  

Jmlh 
Kasus 

 Nilai Kasus  
(Rp Juta) 

1 
Provinsi Kalimantan 
Timur 

7       98,67        98,67  0 
                                           

-  

2 Kota Samarinda 0                    -  
                              

-  
0                              -  

3 Kota Balikpapan 78 1.071,04  640,34  3   430,71  

4 
Kab. Penajam Paser 
Utara 

0 
                                

-  
                          

-  
0                              -  

5 Kab. Paser 5 1.565,86 1.036,91  5   501,95  

6 Kab. Berau 6 1.041,29  616,56  4 424,72  

7 Kota Bontang 1 2.787,82  1.223,08  1 1.564,74  

8 
Kab. Kutai 
Kartanegara 

35 10.102,21  1.143,25  3 8.958,98  

9 Kab. Kutai Barat 15 11.089,37   208,94  7 10.880,43  

10 Kab. Kutai Timur 0                       -  
                          

-  
0                                -  

11 Kab. Mahakam Ulu 38 5.173,78  2.235,28  18  2.938,50  

Jumlah 185 32.930,04  7.203,03  41 25.700,03  
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Lampiran 1.1 Rincian Nama BUMD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur 

No. Pemerintah Daerah Nama BUMD 

1 Provinsi Kalimantan Timur 1 Perusda Melati Bhakti Satya 

2 Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera 

3 PT. Agro Kaltim Utama 

4 Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera  

5 Perusda Bank Pembangunan Daerah Kaltim 

6 Perusda Ketenagalistrikan 

7 PT. Migas Mandiri Pratama 

8 Jamkrida 

2 Kota Samarinda 1 PD Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda  

2 PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda 

3 BPR Kota Samarinda 

3 Kota Bontang 1 PD. Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang 

2 PDAM Tirta Taman  

3 PT Bontang Migas dan Energi 

4 Kabupaten Paser 1 PDAM Tirta Kandilo 

2 PD Daya Prima 

5 Kabupaten Berau 1 PDAM Tirta Segah Kab. Berau 

2 PT Hutansanggam Labanan Lestari (Berau) 

3 PT Indo Pusaka Berau 

6 Kabupaten Mahakam Ulu   - 

7 Kabupaten Penajam Paser 
Utara 

1 PDAM Tirta Kandilo 

2 Perusda Benuo Taka 

8 Kabupaten Kutai Timur 1 PT. KTI 

2 PT. BPR 

3 PDAM Tirta Tuah Benua 

9 Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

1 Perusda Tunggang Parangan 

2 PDAM Tirta Mahakam 

3 Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya 
Energi 

4 PT Mahakam Gerbang Raja Migas 

10 Kota Balikpapan 1 Bank Kalimantan Timur 

2 PDAM Kota Balikpapan 

3 Perusda Manuntung Sukses 

11 Kabupaten Kutai Barat 1 PDAM Tirta Sendawar 

2 Perusda Sendawar Maju Sejahtera 

3 Perusda Witelteram 

4 Perusda Jasamas Luing Makmur 
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Lampiran 1.2 Rincian Nama BLUD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur 

 

 

No Pemerintah Daerah Nama BLUD 

1 Pemprov. Kaltim 1 RSJ Atma Husada 

2 RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo 

3 RSUD AW Sjahranie 

2 Kota Samarinda 1 RSUD Inche Abdul Moeis 

3 Kota Bontang 1 RSUD Taman Husada 

4 Kab. Paser 1 RSUD Panglima Sebaya 

5 Kab. Berau 1 RSUD Dr. A Rivai 

6 Kab. Mahulu   - 

7 Kab. PPU 1 RSUD Ratu Aji Putri Botung 

8 Kab. Kutim 1 RSUD Sangatta 

2 RSUD Sangkulirang 

9 Kab. Kukar 1 Puskesmas Kembang Janggut 

2 Puskesmas Prangat 

3 Puskesmas Kahala 

4 Puskesmas Loa Kulu 

5 Puskesmas Ritan 

6 RSUD Dayaku Raja 

7 RSUD Batara Agung Dewa Sakti 

8 Puskesmas Muara Wis 

9 Puskesmas Sebulu 2 

10 Puskesmas Sanga - Sanga 

11 Puskesmas Loa Ipuh 

12 Puskesmas Bunga Jadi 

13 Puskesmas Mangkurawang 

14 Puskesmas Kota Bangun 

15 Puskesmas Samboja 

16 Puskesmas Teluk Dalam 

17 Puskesmas Sungai Meriam 

18 Puskesmas Muara Badak 

19 Puskesmas Separi 3 

20 Puskesmas Tabang 

21 Puskesmas Batuah 

22 Puskesmas Marang Kayu 

23 Puskesmas Loa Duri 

24 Puskesmas Rimba Ayu 

25 Puskesmas Sebulu 1 

26 Puskesmas Handil Baru 

27 Puskesmas Jonggon Raya 

28 Puskesmas Sungai Merdeka 

29 Puskesmas Rapak Pahang 

30 Puskesmas Badak Baru 

31 Puskesmas Muara Kaman 

32 RSUD AM Parikesit 

33 Puskesmas Loa Janan 

34 Puskesmas Muara Jawa 

35 Puskesmas Muara Muntai 

10 Kota Balikpapan 1 Puskesmas Karang Joang 

2 Puskesmas Baru Tengah 

3 Puskesmas Sepinggan 

4 Puskesmas Klandasan Ilir 

5 Puskesmas Baru Ulu 

6 Puskesmas Mekar Sari 

7 RSUD Kota Balikpapan 

8 RSKB Sayang Ibu 

9 Puskesmas Manggar Baru 

10 UPT Lab Radiologi 

11 Puskesmas Kariangau 

12 Puskesmas Gunung Bahagia 

13 Puskesmas Prapatan 

11 Kab. Kutai Barat 1 UPT UMKM 

2 RSUD Harapan Insan Sendawar 
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Lampiran 4.1 Rincian Transfer Dana Bantuan Partai Politik  dan Kesimpulan Pemeriksaan 

No. 
Keterangan Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota dan Nama Partai 

Jumlah Dana  Banparpol 
Yang Ditransfer 

Hasil Penilaian terhadap 
LPJ Banparpol 
DPP/DPD/DPC 

Jml  Nilai  (Rp)  S SDP TS TMS 

1 2 3 4 19 20 21 22 

A Pemkab Berau 10 786.964.301 7 3 0 0 

1 Demokrat (Partai Demokrat) 1 85.354.476 1 0 0 0 

2 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 71.462.050 0 1 0 0 

3 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 153.618.823 1 0 0 0 

4 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 9.767.754 0 1 0 0 

5 Nasdem (Partai Nasdem) 1 93.537.581 1 0 0 0 

6 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 53.862.768 1 0 0 0 

7 PBB (Partai Bulan Bintang) 1 36.813.783 1 0 0 0 

8 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 60.262.508 1 0 0 0 

9 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 81.135.541 0 1 0 0 

10 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 141.149.017 1 0 0 0 

B Pemkab Kutai Barat 9 732.960.321 4 5 0 0 

1 Demokrat (Partai Demokrat) 1 81.230.339 1 0 0 0 

2 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 54.630.766 1 0 0 0 

3 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 68.044.465 0 1 0 0 

4 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 62.021.823 0 1 0 0 

5 Nasdem (Partai Nasdem) 1 24.634.407 0 1 0 0 

6 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 59.767.833 0 1 0 0 

7 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 319.615.994 0 1 0 0 

8 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 37.995.191 1 0 0 0 

9 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 25.019.503 1 0 0 0 

C Pemkab Kutai Kertanegara 10 1.187.774.240 7 3 0 0 

1 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 145.028.900 0 1 0 0 

2 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 454.958.800 1 0 0 0 

3 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 65.026.550 0 1 0 0 

4 Nasdem (Partai Nasdem) 1 32.257.250 1 0 0 0 

5 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 122.436.320 0 1 0 0 

6 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 153.966.810 1 0 0 0 

7 Perindo (Partai Persatuan 
Indonesia) 

1 22.705.000 1 0 0 0 

8 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 54.286.170 1 0 0 0 

9 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 81.735.470 1 0 0 0 

10 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 55.372.970 1 0 0 0 

D Pemkab Kutai Timur 11 466.020.324 8 3 0 0 

1 Berkarya (Partai Berkarya) 1 9.651.180 0 1 0 0 

2 Demokrat (Partai Demokrat) 1 59.332.581 0 1 0 0 

3 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 54.371.625 1 0 0 0 

4 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 84.103.173 1 0 0 0 

5 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 22.827.189 1 0 0 0 

6 Nasdem (Partai Nasdem) 1 38.656.695 1 0 0 0 

7 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 25.923.282 1 0 0 0 

8 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 42.876.372 0 1 0 0 

9 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 20.624.142 1 0 0 0 

10 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 31.832.724 1 0 0 0 

11 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 75.821.361 1 0 0 0 

E Pemkab Mahakam Ulu 5 115.465.247 3 2 0 0 

1 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 34.884.696 0 1 0 0 

2 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 11.275.601 1 0 0 0 

3 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 12.114.175 1 0 0 0 
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No. 
Keterangan Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota dan Nama Partai 

Jumlah Dana  Banparpol 
Yang Ditransfer 

Hasil Penilaian terhadap 
LPJ Banparpol 
DPP/DPD/DPC 

Jml  Nilai  (Rp)  S SDP TS TMS 

1 2 3 4 19 20 21 22 

4 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 22.538.300 0 1 0 0 

5 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 34.652.475 1 0 0 0 

F Pemkab Paser 12 635.738.902 12 0 0 0 

1 Berkarya (Partai Berkarya) 1 5.476.039 1 0 0 0 

2 Demokrat (Partai Demokrat) 1 117.192.578 1 0 0 0 

3 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 54.566.486 1 0 0 0 

4 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 119.284.037 1 0 0 0 

5 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 36.070.090 1 0 0 0 

6 Nasdem (Partai Nasdem) 1 40.911.826 1 0 0 0 

7 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 41.446.727 1 0 0 0 

8 PBB (Partai Bulan Bintang) 1 18.892.668 1 0 0 0 

9 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 61.262.097 1 0 0 0 

10 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 80.031.738 1 0 0 0 

11 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 8.161.237 1 0 0 0 

12 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 52.443.379 1 0 0 0 

G Pemkab Penajam Paser Utara 11 748.882.382 9 2 0 0 

1 Demokrat (Partai Demokrat) 1 109.785.391 1 0 0 0 

2 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 99.412.087 1 0 0 0 

3 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 136.821.398 1 0 0 0 

4 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 26.891.975 1 0 0 0 

5 Nasdem (Partai Nasdem) 1 20.218.492 1 0 0 0 

6 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 62.296.841 1 0 0 0 

7 PBB (Partai Bulan Bintang) 1 43.308.622 0 1 0 0 

8 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 128.788.613 0 1 0 0 

9 Perindo (Partai Persatuan 
Indonesia) 

1 12.062.680 1 0 0 0 

10 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 47.971.658 1 0 0 0 

11 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 61.324.625 1 0 0 0 

H Pemkot Balikpapan 11 1.141.232.527 2 9 0 0 

1 Demokrat (Partai Demokrat) 1 106.701.192 1 0 0 0 

2 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 140.337.496 0 1 0 0 

3 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 283.027.507 0 1 0 0 

4 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 100.522.760 0 1 0 0 

5 Nasdem (Partai Nasdem) 1 76.515.608 0 1 0 0 

6 PBB (Partai Bulan Bintang) 1 31.486.451 0 1 0 0 

7 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 176.494.743 0 1 0 0 

8 Perindo (Partai Persatuan 
Indonesia) 

1 11.873.489 0 1 0 0 

9 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 19.784.128 0 1 0 0 

10 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 113.390.386 1 0 0 0 

11 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 81.098.767 0 1 0 0 

I Pemkot Bontang 11 506.793.289 11 0 0 0 

1 Berkarya (Partai Berkarya) 1 10.888.768 1 0 0 0 

2 Demokrat (Partai Demokrat) 1 24.791.700 1 0 0 0 

3 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 68.688.841 1 0 0 0 

4 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 90.846.600 1 0 0 0 

5 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 42.856.000 1 0 0 0 

6 Nasdem (Partai Nasdem) 1 55.829.000 1 0 0 0 

7 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 52.341.000 1 0 0 0 

8 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 42.490.072 1 0 0 0 

9 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 31.900.000 1 0 0 0 

10 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 51.688.316 1 0 0 0 
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No. 
Keterangan Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota dan Nama Partai 

Jumlah Dana  Banparpol 
Yang Ditransfer 

Hasil Penilaian terhadap 
LPJ Banparpol 
DPP/DPD/DPC 

Jml  Nilai  (Rp)  S SDP TS TMS 

1 2 3 4 19 20 21 22 

11 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 34.472.992 1 0 0 0 

J Pemkot Samarinda 10 1.968.531.745 5 5 0 0 

1 Demokrat (Partai Demokrat) 1 246.073.695 1 0 0 0 

2 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 231.407.335 1 0 0 0 

3 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 317.079.840 0 1 0 0 

4 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 122.530.500 1 0 0 0 

5 Nasdem (Partai Nasdem) 1 187.669.355 0 1 0 0 

6 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 132.967.040 1 0 0 0 

7 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 385.484.310 0 1 0 0 

8 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 39.765.530 0 1 0 0 

9 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 171.277.870 0 1 0 0 

10 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 134.276.270 1 0 0 0 

K PemProv Kalimantan Timur 10 2.070.666.000 8 2 0 0 

1 Demokrat (Partai Demokrat) 1 179.788.800 0 1 0 0 

2 Gerindra (Partai Gerakan Indonesia 
Raya) 

1 241.940.800 0 1 0 0 

3 Golkar (Partai Golongan Karya) 1 458.706.400 1 0 0 0 

4 Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) 1 143.563.600 1 0 0 0 

5 Nasdem (Partai Nasdem) 1 137.842.800 1 0 0 0 

6 PAN (Partai Amanat Nasional) 1 145.968.800 1 0 0 0 

7 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan) 

1 341.515.200 1 0 0 0 

8 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 1 122.904.400 1 0 0 0 

9 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 174.368.000 1 0 0 0 

10 PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan) 

1 124.067.200 1 0 0 0 

Total BPK Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Timur 

110         10.361.029.278  76 34 0 0 

 

 

 

 



 

  

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

DAN AKRONIM 

IHPD Tahun 2020 57 

 

Daftar Singkatan dan Akronim 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM 

A 

AKN   : Auditorat Utama Keuangan Negara 

APBD   : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APD   : Alat Pelindung Diri 

APH   : Aparat Penegak Hukum 

ATB   : Asphalt Treated Base 

ATK   : Alat Tulis Kantor 

AUPB   : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

 

B 

Babinsa   : Bintara Pembina Desa 

Banparpol  : Bantuan Keuangan Partai Politik 

BBM   : Bahan Bakar Minyak 

BLUD   : Badan Layanan Umum Daerah 

BOK   : Bantuan Operasional Kesehatan 

BOS   : Bantuan Operasional Sekolah 

BPBD   : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

BPD   : Bank Pembangunan Daerah 

BPJS   : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

BPK   : Badan Pemeriksa Keuangan 

BPKAD  : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

BPOM   : Badan Pengawas Obat dan Makanan 

BPR   : Bank Perkreditan Rakyat 

BPS   : Badan Pusat Statistik 

BSM   : Bantuan Sosial Masyarakat 

BUD   : Bendahara Umum Daerah 

BUMD   : Badan Usaha Milik Daerah 
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C 

COVID-19  : Corona Virus Disease-2019 

 

D 

DKP   : Dinas Kelautan dan Perikanan 

DPD RI   : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

DPJP   : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 

DPKP2   : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

DPR RI   : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

DPRD   : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

DTKS   : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

G 

GU   : Ganti Uang 

H 

HoA   : Head of Agreement 

I 

IHPD   : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah 

IKF   : Indeks Kemandirian Fiskal 

ILI   : Influenza Like Illness 

IPM   : Indeks Pembangunan Manusia 

J 

JMF   : Job Mix Formula 

K 

KDP   : Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Kemenkes  : Kementerian Kesehatan 

Kemendikbud  : Kementerian Pendidikan dan Budaya 

KIB   : Kartu Inventaris Barang 

KPA   : Kuasa Pengguna Anggaran 

KPP   : Kantor Pelayanan Pajak 

KTP   : Kartu Tanda Penduduk 
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L 

LKPD   : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

LHP   : Laporan Hasil Pemeriksaan 

LPJ   : Laporan Pertanggung Jawaban 

LPSE   : Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

LRA   : Laporan Realisasi Anggaran 

LS   : Langsung 

M 

Mahulu   : Mahakam Ulu 

Musrenbang  : Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

N 

NTPN   : Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

O 

OPD   : Organisasi Perangkat Daerah 

P 

PDAM   : Perusahaan Daerah Air Minum 

PDRB   : Produk Domestik Regional Bruto 

PDTT   : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

Pemda   : Pemerintah Daerah 

PHEOC  : Public Health Emergency Operating Center 

PI   : Participating Interest 

PPh   : Pajak Penghasilan 

PPI   : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

PPK   : Pejabat Pembuat Komitmen 

PPN   : Pajak Pertambahan Nilai 

PPTK   : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

PPU   : Penajam Paser Utara 

Puskesos  : Pusat Kesejahteraan Sosial 

 

R 

RAD   : Rencana Aksi Daerah 
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Daftar Singkatan dan Akronim 

Renops   : Rencana Operasional 

RPJMD   : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

RSUD   : Rumah Sakit Umum Daerah 

RUPS   : Rapat Umum Pemegang Saham 

S 

SAP   : Standar Akuntansi Pemerintahan 

SARI   : Severe Acute Respiratory Infection 

Satgas   : Satuan Tugas 

SDM   : Sumber Daya Manusia 

Silaphar  : Sistem Laporan Harian 

SIPTL   : Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut 

SKTJM   : Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak 

SP2D   : Surat Perintah Pencairan Dana 

SPI   : Sistem Pengendalian Internal 

SPK   : Surat Perintah Kerja 

SPKD   : Satuan Kerja Perangkat Daerah 

T 

TA   : Tahun Anggaran 

TK   : Tingkat Kemiskinan 

TKPKD  : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

TLRHP   : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

TP   : Temuan Pemeriksaan 

TPT   : Tingkat Pengangguran Terbuka  

TSAO   : Tentative Strategic Audit Objectives 

U 

UP   : Uang Persediaan 

UU   : Undang-undang 

W 

WDP   : Wajar Dengan Pengecualian 

WHO   : World Health Organization 

WTP   : Wajar Tanpa Pengecualian
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GLOSARIUM 

GLOSARIUM 

 

 

A 

Akurat  Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan. 

Anggota Tim 

Pemeriksaan 

 Peran yang dimiliki Pemeriksa dengan tugas melaksanakan 

pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim. 

B 

Badan  Sebutan untuk BPK-RI yang terdiri dari Ketua, Wakil 

Ketua dan Anggota BPK. 

D 

DEP  Database Entitas Pemeriksaan; merupakan kumpulan data 

terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan. 

E 

Entitas Pemeriksaan  Unit Organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK. 

H 

Harapan Penugasan  Keinginan dari yang memberi tugas, dhi. PTP, terhadap 

pelaksanaan tugas pemeriksaan. 

Hasil Pemeriksaan  Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri 

dari LHP dan IHPS. 

I 

IHPS  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester; dokumen yang 

disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil 

pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan 

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil 

pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian 

negara/daerah dalam satu semester 

J 

Jabatan Fungsional 

Pemeriksa 

 Jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh 

(JFP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK 

K 

KAP  Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

mendapatkan izin usaha berdasarkan UU tersebut (Pasal 1 

angka 5 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik). 

Kebijakan dan Strategi 

Pemeriksaan 

 Kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam tema 

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pelaksanaan 

pemeriksa BPK selama periode tertentu. 
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Ketua Tim  Peran yang dimiliki Pemeriksa yang bertindak sebagai 

koordinator pemeriksaan di lapangan dan bertanggung 

jawab kepada Pengendali Teknis atas pelaksanaan 

pemeriksaan di lapangan. 

Kerugian 

Negara/Daerah 

 Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 UU 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). 

KKP  Kertas Kerja Pemeriksaan; catatan-catatan yang dibuat dan 

data yang dikumpulkan oleh Pemeriksa secara sistematis 

pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan mulai tahap 

perencanaan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan 

pemeriksaan. 

L 

LHP  Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban 

tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis 

atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan 

pemeriksaan. 

LHPP  Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan adalah bentuk 

pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan pemahaman 

objek pemeriksaan yang menjadi bahan penyusunan 

konsep program pemeriksaan. 

O 

Objek Pemeriksaan  Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran 

pemeriksaan. 

Opini  Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan 

keuangan entitas yang diperiksa. 

P 

Pemeriksa  Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama 

BPK (UU Nomor 15 Tahun 2006 Bab I Pasal 1 angka 10). 

Pemeriksaan 

Pendahuluan 

 Pemeriksaan lapangan pada pemeriksaan kinerja dan 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang 

dilakukan dalam rangka perencanaan pemeriksaan. 

Pemeriksaan Tematik  Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan 

sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi 

Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu 

bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas 

pemeriksaan. 

Pemilik Kepentingan 

(Stakeholders) 

 Seseorang/perwakilan yang memiliki hak untuk 

menentukan masa depan entitas atau lembaga yang 

dimiliki. 

Penanggung 

Pemeriksaan 

 PFP yang berperan sebagai Pengendali Mutu atau PSP 

Jawab yang ditunjuk untuk menyetujui dan 
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menandatangani LHP serta bertanggung jawab menjamin 

keseluruhan mutu yang ditugaskan kepada PFP di 

bawahnya. 

PSP  Pejabat Struktural Pemeriksaan adalah pejabat pelaksana 

unit pemeriksa yang bertanggung jawab untuk mengelola 

sumber daya pemeriksaan dan menjamin mutu 

pemeriksaan sesuai dengan lingkup wilayah kerja 

pemeriksaannya. 

PTP  Pemberi Tugas Pemeriksaan adalah Badan yang terdiri dari 

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota atau pejabat yang 

diberikan penugasan secara tertulis oleh Badan yang 

bertanggung jawab memberikan arah dan penugasan 

pemeriksaan kepada PSP dan PFP, serta menandatangani 

LHP (kecuali ditugaskan kepada Penanggung Jawab) dan 

menyerahkan LHP dan Surat Keluar kepada lembaga 

perwakilan dan entitas yang diperiksa. 

R 

Rencana Aksi  Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang 

diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat 

dalam LHP. 

RKP  Rencana Kegiatan Pemeriksaan adalah dokumen yang 

memuat rencana pemeriksaan yang meliputi urutan 

pengelompokan tema pemeriksaan, waktu, kebutuhan 

Pemeriksa, anggaran, dan infrastruktur lainnya. 

S 

Sekretariat Unit Kerja 

Pemeriksaan 

 Sekretariat AKN pada Kantor BPK Pusat/Subbag Tata 

Usaha pada Kantor BPK Perwakilan/Subbag Tata Usaha 

dan Humas pada Kantor BPK Perwakilan/Subbagset 

Anggota adalah unit kerja pelaksana tugas kesekretariatan 

yang bertanggung jawab untuk mendukung administrasi 

pemeriksaan serta melaksanakan kegiatan manajemen 

intern pada lingkup unit kerja pemeriksaan. 

SPKN  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah standar 

pemeriksaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 

pemeriksaan keuangan negara. 

Surat Tugas  Surat penugasan kepada Pemeriksa untuk melakukan 

kegiatan pemeriksaan pada suatu entitas dan dalam waktu 

tertentu. 

T 

Temuan Pemeriksaan  Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan 

di lapangan. 

Tenaga Ahli  Orang dengan keahlian tertentu yang diperlukan dalam 

suatu pemeriksaan serta memenuhi persyaratan 

profesionalisme yang dibutuhkan BPK. 
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Tim Pemeriksaan  Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai 

Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika 

diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota 

Tim. 

U 

Unit Kerja 

Pemeriksaan 

 AKN atau BPK Perwakilan yang melaksanakan tugas 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. 

   

 

 


